Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Perkara Wali Adhal  di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Putusan No: 0353/Pdt.P/2016/PA.BL) by Latif, Ahmad Hakim
 TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PERKARA WALI 
ADHAL DI PENGADILAN AGAMA BLITAR KELAS IA 









            Skripsi 
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar 
Sarjana Hukum Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan 
Peradilan Agama pada Fakultas Syari’ah dan Hukum 








FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
2019 




Yang bertanda tangan di bawah ini:  
Nama     : Ahmad Hakim Latif 
NIM    : 10100114045 
Tempat / Tanggal Lahir : Kolaka, 17 November 1996 
Jurusan    : Peradilan Agama 
Fakultas   : Syariah dan Hukum 
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara       
Wali Adhal  Di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus  
Putusan No: 0353/Pdt.P/2016/PA.BL) 
 
Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi 
ini benar adalah  hasil karya sendiri. Jika ditemukan hari terbukti bahwa ia merupakan 
duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka 
skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum. 
 












Segala Puji syukur Alhamdulillah selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang 
melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Dialah sebaik-baik pencipta 
hukum, hakim maha adil, maha bijak dan maha segalanya, sehingga penyusun mampu 
menyelesaikan sebagian tugas akademik sebagai syarat menempuh jenjang Sarjana S1 ini. 
Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, pemimpin orang-orang 
yang bertaqwa, dan penempuh jalan kebenaran, Rasulullah Muhammad SAW, para sahabatnya 
dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menegakkan dan menjunjung tinggi 
agama Islam. 
Dalam skripsi yang berjudul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 
PUTUSAN PERKARA WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA BLITAR 
KELAS IA (Studi Kasus Perkara No: 0353/Pdt.P/2016/PA.BL)”  dapat diselesaikan. 
Adapun skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum 
(SH) pada jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan 
pengarahan dari berbagai pihak, baik secara spiritual maupun moril,maka atas bantuan 
yang telah diberikan kepada penulis, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar,  Bapak  Prof. Dr. H. Musafir 
Pababbari, M.Si, Dekan Fakultas Syaria’ah dan Hukum, Wakil Dekan Fakultas 
Syari’ah dan Hukum, dan segenap pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum 
Yang telah memberikan  bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
iv 
 
2. Yth. Ketua Jurusan Hukum Acara Peradilan Dan Kekeluargaan Bapak Dr. H. 
Supardin,M.H.I, Sekretaris Jurusan Ibu Dr. Hj. Patimah,M.A.g, serta staf 
jurusan HAPK, yang telah membantu dan memberikan petunjuk terkait 
dengan pengurusan akademik sehingga penulis lancar dalam menyelesaikan 
semua mata kuliah dan penulisan karya ilmiah ini. 
3. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A., selaku Wakil Rektor III dan 
sebagai dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum sebagai Pembimbing  I yang telah 
memberikan banyak kontribusi Ilmu terkait dengan judul yang diangkat 
penulis dan Yth. Bapak Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 
1 dan Sebagai dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum sekaligus sebagai 
Pembimbing II yang telah memberikan banyak pengetahuan terkait judul yang 
diangkat penulis. 
4. Kedua Orang Tua yang penulis cintai dann hormati Bapak Drs. H. Abd. Latif 
M.H, dan Ibunda Hj. Hasriani yang telah memberikan cinta dan kasih sayang 
sayangnya sejak lahir hingga dewasa ini, mengajar arti hidup, memberikan 
segalanya untuk dapat memenuhi segala kebutuhan penulis sejakkecil hingga 
saat ini,senua jasa orang tua yang telah membiayai pendidikan penulis sampai 
ke jenjang perguruan tinggi, yang dengan penuh perhatian mendukung 
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan semua jasa-jasanya yang tidak 
akan mampu penulis tuliskan di kata pengantar ini, karena begitu banyak 
pengorbanan yang akan dilakukan kedua orang tua penulis. Semoga Allah 
SWT senantiasa memberikan kesehatan dan membalas semua yang telah 
diberikan kepada penulis. 
v 
 
5. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2014 tak terkecuali terkhusus 
Peradilan Agama (A) telah memotivasi dan membantu penulis untuk segera 
menyelesaikan studi serta dukungan dan canda tawa yang menyisakan kesan 
yang mendalam di hati. 
6. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat IAPIM (Ikatan Alumni Pesantren 
Immim) yang seperti pembimbing dalam penyusunan ini, Faried Marie 
Muhammad teman seperjuangan dalam Organisai, dan wanita Andi Besse 
Simpur yang telah memberikan banyak motivasi, dukungan semangat , atas 
bantuan mereka akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.. 
7. Teman-teman KKN Profesi UIN Alauddin Makassar Angkatan 57 tahun 2017 
dan Bapak Kepada Desa Bontosunggu, Kabupaten Bulukumba,Kecamatan 
Gantarang  yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis motivasi 
kepada penulis selama penulisan skripsi ini. 
8. Dan terima kasih kepada  Seluruh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)  
Peradilan Agama dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang 
selama ini  yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungannya 
dalam penulisan skripsi ini. 
9. Kepada seluruh keluarga besarku Sodara-sodaraku yang tidak bosan 







Akhirnya hanya kepada Allah penulis memohon, dan penulis menyadari bahwa 
kesempurnaan hanyalah milik Allah, semoga tulisan sederhana ini bermanfaat dan dapat 
menambah khazanah ilmu pengetahuan kita, sehingga kita menjadi umat yang berilmu dan 
dimuliakan oleh Allah Swt, Amin. 
 
              Makassar, 5 Juli  2019 
             Penulis 
 
 
              Ahmad Hakim Latif 




A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif A tidak dilambangkan  
ب Ba B Bc 
ت Ta T Tc 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha K ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin S es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
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ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ھ Ha Y Ha 
ء Hamzah ‘ Apostrof 
ى Ya Y Ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 






Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َا fathah a a 
ِا kasrah i i 
ُا ḍammah u u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َى fatḥah dan yā’ ai a dan i 
َو fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh : 
 َفْيَك : kaifa 
 َلْوَه : haula 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 





Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
...ىََ|ا.َ.. Fathah dan alif atau ya’ a a dan garis di atas 
ى Kasrah dan ya’ i i dan garis di atas 
ُو Dammah dan wau u u dan garis di atas 
Contoh  
َتاَم: mata 
َىَمَر : rama 
َْلْيِق : qila 
ََُتْوُمَي : yamutu    
4. Tā’ marbūṫah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṫah ada dua, yaitu: tā’  marbūṫah yang hidup 
Ta’marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) dilambangkan 
dengan huruf "t". ta’marbutah yang  mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan 
"h".  
Contoh:  
َ َلََفْطَألْاَُةَضَوَر : raudal al-at fal 
ََُةَلِضَاَفلْاَُةَنْيَِدَمْلَا : al-madinah al-fadilah 
ةَمْكِحْلَا        : al-hikma 
5. Syaddah (Tasydid) 
Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya 
dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 
tanda syaddah tersebut. 
Contoh:  
اَن َبَر: rabbana 
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اَنْي َجَن: najjainah 
6. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  
dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti 
dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 
tersebut.  




ُدَال بْلَا: al-biladu 
7. Hamzah  
Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di 
tengah  dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak 
dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal 
ََُتْرِمُأ : umirtu 
2. Hamzah tengah 
َنْوُرُمْأَت: ta’ muruna 
3. Hamzah akhir 
ٌءْيَش: syai’un 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia          
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi  
kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  
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dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  
maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua 
cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:  
Fil Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al-Jalalah ( هل َلا ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
َهل َلاَُنْيِد Dinullahا بهل َلا billah 
Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,  
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
َْمُهَََهل َلاَِةَمْحَرَْيِفHum fi rahmatillah 
10. Huruf Kapital     
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 
berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf 
awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang  
ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, bukan 
huruf awal dari kata sandang. 
Contoh:  Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 
      Wa ma Muhammadun illa rasul 
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B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
Swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 
Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 
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PERKARA WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA 
BLITAR KELAS IA (Studi Kasus Putusan No.; 
0353/Pdt.P/2016/PA.BL.)    
Skripsi ini membahas tentang bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali 
Adhal di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan putusan Hakim no: 
0353/Pdt.P/2016/PA.BL, dengan pernikahan manusia akan berkembang biak sehinnga 
kehidupan umat manusia dapat dilestarikan.  Sebaliknya tanpa pernikahan regenerasi akan 
terhenti, kehidupan manusia akan terputus dan duniapun akan menjadi sepi dan tidak 
berarti. Namun dalam pelaksanaan Perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya 
ketidaksetujuan dari pihak perempuan. Dalam hal ini ayah kandung dari wanita tersebut 
enggan untuk menjadi wali nikah dengan berbagai alasan yang tidak sesuai hukum, padahal 
pihak laki-laki telah memenuhi syarat  yang telah ditentukan dan tidak ada halangan hukum 
bagi mereka untuk menikah, terlebih antara mereka berdua tidak ada unsur paksaan dari 
pihak manapun. Hal ini murni dari keinginan mereka berdua  karena adanya rasa kasih 
sayang dan cinta dari keduanya. Berlatar belakang dari masalah tersebut, penulis tertarik 
untuk meneliti sejauh manakah alasan pengajuan permohonan wali adhal  dan bagaimana 
proses pertimbangan Hakim, Dalam hal ini penelitian di Pengadilan Agama Blitar. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian (field research) dengan menggunakan 
metode kualitatif, yang mengambil lokasi di Kantor Pengadilan Agama Blitar, yang dimana 
informan adalah Hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama Blitar. Jenis dan sumber data 
yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara dan dokumentasi. 
Hasil dari penelitian ini adalah adanya perkawinan melalui wali adhal  di 
Pengadilan Agama Blitar dikarenaka wali nasab enggan untuk menikahkan anak 






A. Latar Belakang Masalah 
Manusia adalah salah satu dari makluk ciptaan-Nya, diantara perbedaan 
antara Allah swt sebagai Khaliq (pencipta) dan makhluk (ciptaan-Nya) adalah 
bahwa Allah swt. itu tunggal (Esa), sedangkan makhluk-Nya diciptakan 
berpasang-pasangan.1 Firman Allah : 
Surah Adz-Dzariyat: 51/49 
 
Terjemahnya : 
“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 
mengingat kebesaran Allah”.2 
Dengan demikian, hidup berpasangan merupakan fitrah (asal kejadian) 
yang telah ditetapkan Allah sejak penciptaannya. Oleh karena itu maka 
pelaksanaannya harus diatur oleh aturan Pencipta, yakni syari’at Islam.  
                                                     
1Umay M. Dja’far S., Menikahlah Jangan Seperti Rasulullah Tapi Seperti Ajaran 
Rasulullah, (Cet. ke-1 al-Ghuraba 2008). h. 78. 





Pernikahan yang tidak sesuai syari’at Islam, sesungguhnya merupakan 
penyelewengan dari fitrah. 
Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua 
makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia 
adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. Sebagai jalan bagi makhluk-
makhluk-Nya untuk berkembang biak danmelestarikan  hidupnya.3 
Rasulullah saw. bersabda : 
َتَو يِّ نِم َسْيَلَف يِتَّ نُسِب ْلَمْعَي ْمَل ْنَمَف يِتَّ نُس ْنِم ُحاَكِّ نلاَمُملا ُممكِب  ٌ ِاَكُم يِّ َِف ااُ َّ وَزَ َم
ِّ صلاِب ِهْيَلَعَف ْدِجَي ْمَل ْنَمَو ْحِكْنَيْلَف ٍلْاَط اَذ َناَك ْنَمَو اَُ ِو ُهَل  َْاَّ صلا َّانَِف  ِاَي  
Artinya : 
“Menikah, karena aku akan membanggakan jumlah besarmu di hadapan 
bangsa-bangsa. Siapa pun yang memiliki sarana, biarkan dia menikah, dan 
siapa pun yang tidak, maka dia harus berpuasa karena itu akan mengurangi 
keinginannya”.4 
Makna pernikahan menurut Islam adalah suatu cara untuk 
mendapatkan anak yang sah dan membina keluarga bahagia yang hidup dengan 
ketentraman, kesentosaan, dan saling mencintai satu sama lain.  
Pernikahan secara bahasa adalah terjemahan dari kata nakahą dan zawaja. 
Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam al-Qur’an untuk menunjukan 
makna pernikahan. Istilah atau kata جوز berarti “pasangan”,  dan  istilah حكِّ  berarti 
                                                     
3H.M.A. Tihami dan Sohari, “Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap”, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2009, h.6 
4Ibn Majah, “Sunan Ibn Majah”, (Beirut :Dāral-Fikr, t.t.), I:596, hadis nomor 1846, 




“berhimpun”. Dengan demikian dari sisi bahasa, pernikahan berarti berkumpulnya 
dua insan  yang  semula  ber pisah  dan berdiri  sendiri,  menjadi satu kesatuan yang 
utuh dan bermitra.5  
Akad yang menanggung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual 
dengan lafadz nikah atau tazwij atau semakna keduanya.6 
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pernikahan 
menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah 
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hal tersebut sesuai dengan 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan 
bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YangMaha Esa7 
Dalam ibadah-ibadah lain, didalam pernikahan juga dikenal dengan 
syarat dan rukun pernikahan. Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada dan yang 
menentukan sahat atau tidaknya suatu ibadah, dan sesuatu itu ada dalam 
rangkaian pekerjaan itu. Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan 
                                                     
5Khoiruddin Nasution, “Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Muslim 
Kontemporer”, (Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2005), h. 17. 
6H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, “Fikih Munakahat”, h. 12. 
7Tim Redaksi Pustaka Yustisia, “Seri Perundang-Undangan, Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”,  (Yogyakarta : 




sah dan tidaknya suatu ibadah, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian 
pekerjaan itu.8 
Wali adalah salah satu dari rukun nikah yang harus ada untuk sahnya 
sebuah perkawinan. Karena seorang wanita tidak bisa menikahkan dirinya 
sendiri tanpa didampingi wali yang sah. Wali ditunjuk berdasarkan skala 
prioritas secara tertib, dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang 
paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Menurut jumhur Ulama, wali 
yang lebih berperan adalah wali nasab yang diambil dari garis ayah. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 tentang wali nikah dijelaskan 
bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi 
bagi calon mempelai wanita. Wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi 
syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh. Dan wali nikah terdiri dari 
wali nasab dan wali hakim.9  
Dari Aisyah, ia berkata : Rasulullah saw bersabda, perempuan mana saja 
yang tidak dinikahkan oleh seorang wali, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal 
maka nikahnya batal, maka jika (suami) menggaulinya, maka ia berhak atas mahar 
karena pergaulannya tersebut, dan jika berselisih maka hakim (penguasa) menjadi 
wali bagi orang yang tidah mempunyai wali. (HR. Ibnu Majah)10 
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9Tim Redaksi Pustaka Yustisia, “Seri Perundang-Undangan”, h. 56-57 




Maksud hadis di atas adalah bahwa betapa pentingnya wali yang bahkan 
akan dikatakan batal (tidak sah) suatu akad perkawinan ketika calon pengantin 
perempuan menikah tanpa seizin atau tanpa keberadaan walinya. Hadis di atas juga 
menjadi dasar oleh jumhur ulama‟ dalam mengemukakan pendapatnya tentang 
keabsahan suatu perkawinan ditinjau dari segi keberadaan wali. 
Seorang wanita mempunyai hak untuk menolak atau menerima orang 
yang datang melamarnya, dan bagi walinya tidak ada hak untuk memaksa 
menerima orang yang tidak disukainya.Seorang wali juga tidak berhak menolak 
untuk menikahkan anak perempuannya dengan orang yang ahli agama dan 
berakhlak baik yang telah dipilih oleh anaknya. Firman Allah  Swt: 





“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, 
maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi 
dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara 
mereka dengan cara yang ma´ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada 
orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari 
kemudian.Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui.”11 
                                                     





Ayat di atas mengandung pengertian akan keharusan adanya wali dalam 
pernikahan, juga wali dilarang mempersulit pernikahan wanita yang ada 
dibawah perwaliannya sepanjang mendapat pasangan yang sekufu’. Maksud 
sekufu’ disini adalah bahwa antara pihak laki-laki dan wanita harus seimbang 
baik agama, nasab, pendidikan, dan lain sebagainya. 
Adapun ukuran kafa’ah dalam al-Qur’an dan hadis tidak memberikan 
batasan yang pasti. Para Imam Madzhab menetapkan ukuran dan norma kafa’ah 
yaitu : 
1. Imam Syafi’i, Hanafi dan Hanbali sepakat bahwa, kafa’ah itu ada lima 
hal yaitu : agama, nasab, merdeka, kekayaan dan keahlian. Tetapi 
mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapangan hidup. Imam 
Hanafi dan Hanbali menganggapnya sebagai syarat, tetapi Imam Syafi’I 
tidak.  
2. Sedangkan Imamiyah dan Imam Maliki tidak memandang keharusan 
adanya kafa’ah kecuali dalam hal agama.12 
Ukuran dan norma di atas masih dipegang oleh beberapa wali dalam 
menikahkan anak gadisnya. Namun di lain pihak, anak juga sudah mempunyai 
pilihan sendiri untuk pendamping hidupnya. Ketika perbedaan keinginan  
antara  orang tua dan anak terjadi dan tidak tercapai adanya kesepakatan, tidak 
jarang menyebabkan perselisihan antara anak dan orang tua, sehingga 
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menyebabkan terjadi wali keberatan atau tidak mau menikahkan atau memberi 
izin pernikahan anak gadisnya. 
Pada masa sekarang ini, masih ada wali nasab yang menolak bertindak 
menjadi wali, padahal keinginan seorang anak untuk menikah dengan laki-laki 
yang dicintainya sangat kuat, terlebih lagi jika laki-laki tersebut sudah sekufu’, 
sepadan dan sanggup membayar mahar. 
Dalam Islam tidak ada salahnya jika orang tua menolak calon yang 
diajukan anaknya, apabila calon tersebut tidak memenuhi kafa’ah yang 
ditentukan dalam hukum Islam. Namun, dalam kenyataannya masih ada orang 
tua atau wali yang menolak menikahkan tanpa alas an yang dibenarkan menurut 
agama Islam. 
Islam mengajarkan bahwa seorang gadis tidak boleh dinikahkan tanpa 
kehendaknya, dan diamnya adalah bukti persetujuannya. Bagi seorang gadis, 
perasaan malu menghalangi dirinya untuk mengatakan kehendaknya secara 
terang-terangan. Oleh karena itu, diamnya sebagai bukti akan kerelaannya. 
Adapun janda tidak boleh dinikahkan, kecuali mendapat izin jelas dari wanitaitu 
sendiri.Karena dia sudah tidak lagi dikuasai oleh rasa malu. Seorang wali tidak 
lagi berhak menikahkannya tanpa izin dan pernyataan jelas darinya, dan  ini  
berbeda jauh dengan keadaan anak  gadis.13 
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Dari hadis-hadis di atas sudah jelas bahwa seorang wanita yang masih 
gadis tidak bisa menikah tanpa adanya restu dari walinya. Tetapi ada kalanya 
seorang wali keberatan menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya 
dengan bermacam-macam alasan yang tidak sesuai dengan syari’at Islam. Dari 
hadis-hadis di atas sudah jelas bahwa seorang wanita yang masih gadis tidak bisa 
menikah tanpa adanya restu dari walinya. Tetapi ada kalanya seorang wali 
keberatan menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya dengan 
bermacam-macam alasan yang tidak sesuai dengan syari’at Islam. Jika ada kasus 
seperti itu maka wanita itu  bisa meminta permohonan wali hakim sebagai wali 
‘adhal 14  ke Pengadilan Agama di mana dia bertempat   tinggal. 
Sabda Nabi saw. : 
 
 َّ يِلَو َال ْنَم ُّ يِلَو مناَطْلُّ سلاَف اوٌُ َُ اَشَت ْنَِف ُهَل  
 
Artinya :  
 
“Jika wanita ini tidak memiliki wali, maka penguasa adalah wali 
bagi orang yang tidak memiliki wali”.15 
Di dalam KHI juga menegaskan dalam Pasal 22 yaitu : 
“Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi 
syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita 
tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali 
bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikut”.  
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Sedangkan dalam Pasal 23 juga dijelaskan bahwa : 
1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab 
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui 
tempat tinggalnya atau ghaib atau‘adal atau keberatan. 
2. Dalam hal wali ‘adal atau keberatan, maka wali hakim baru dapat 
bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama 
tentang wali tersebut.16 
Pengadilan Agama Blitar adalah Pengadilan tingkat pertama yang 
menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata 
diwilayah Blitar.Pemilihan Pengadilan Agama Blitar sebagai lokasi penelitian 
karena di Pengadilan Agama Blitar kerap terjadi kasus wali keberatan 
menikahkan anaknya dengan berbagai alasan, misalnya karena tidak sekufu’ 
dalam hal perekonomian, pendidikan, adat istiadat, dan juga alasan-alasan yang 
tidak jelas dan tidak sesuai syar’i. tidak jauh berbeda dengan Pengadilan Agama 
lainnya, berdasarkan data dan buku register penetapan perkara wali ‘adal yang 
masuk ke Pengadilan Agama Blitar setiap tahunnya tergolong rendah yaitu 
sekitar ± 1-4 kasus dengan berbagai alasan terjadinya wali ‘adal baik dengan 
alasan yang sesuai syar’i maupun yang tidak sesuai, dibanding dengan kasus- 
kasuslainyangmasukdiPengadilan Agama Blitar. 
Pada perkara Nomor : 0353/Pdt.P/2016/PA.BL., yang telah diputus 
oleh Majelis Hakim pada hari Senin Tanggal 5 Desember 2016. Pemohon 
                                                     




berumur 34 tahun dan berstatus perawan yang berkeinginan menikah dengan 
laki-laki yang menjadi pilihannya. Dalam pertimbangannya bahwa berdasarkan 
pemeriksaan identitas ternyata pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum 
Pengadilan Agama Blitar, maka berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun1989 juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 
2 Tahun 1987 yang telah didukung dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 
30 Tahun 2005, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Blitar.17 
Alasan pemohon dalam mengajukan permohonan wali ‘adal adalah 
karena ayah pemohon yang disini bertindak sebagai wali dari pemohon tidak 
bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan pemohon dengan laki-laki yang 
dipilihnya dengan alasan bahwa rumah tempat tinggal pemohon/ayah pemohon 
dengan rumah calon suami pemohon berada dalam posisi barat laut (Ngalor 
Ngulon) yang menurut adat jawa tidak baik melangsungkan pernikahan, begitu 
pula orang tua calon suami pemohon sudah meninggal dunia, sehingga 
perkawinannya juga tidak baik. . Pemohon telah berusaha mendaftarkan 
rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari, 
Kabupaten Blitar, namun ditolak karena kekeberatanan ayah pemohon 
tersebut. 
Permohonan pemohon agar ditetapkan ‘adalnya wali untuk 
melangsungkan pernikahan dengan wali hakim karena wali pemohon tidak 
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bersedia menjadi wali nikah bagi pemohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 
2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 yang telah diubah dengan 
peraturan  menteri  Agama  Nomor  30  Tahun  2005,  dengan  perlu  
dibuktikan terlebih dahulu  tentang ‘adalnya wali. 
Dalam amar putusan disebutkan, bahwa berdasarkan pertimbangan- 
pertimbangan hakim, diantaranya berupa keterangan pemohon yang dikuatkan 
dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, Majelis Hakim 
berpendapat bahwa antara pemohon dan calon suami pemohon telah sekufu’ 
dan tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan mereka, serta 
berdasarkan ketentuan Pasal 2 peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 
yang telah diubah dengan peraturan menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 
yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan 
permohonan pemohon, menetapkan bahwa wali pemohon adalah ‘adal, 
menetapkan dan menunjuk Kepala kantor Urusan Agama Kecematan 
Gandusari Kabupaten Blitar selaku pegawai pencatat nikah untuk menikahkan 
pemohon sebagai wali hakim, dan membebankan kepada pemohon untuk 
membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam 
puluh enam ribu rupiah). 
Dalam perkara ini pertimbangan hakim yang diambil oleh Majelis 
Hakim Pengadilan Agama Blitar adalah bahwa wali pemohon telah menolak 
menikahkan anak perempuannya dengan tanpa alasan berdasarkan 
hukum/syari’at islam, padahal antara pemohon yaitu anak perempuannya 
dengan calon suaminya yang dalam hal ini sudah bisa menentukan pilihan 




wali di sini tidak mempunyai hak untuk merintangi pemohon untuk menikah 
dengan laki-laki pilihannya.Karena, seorang wali diperbolehkan memaksa 
anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya 
disebut sebagai wali mujbir. Hal itu dikhususkan bagi orang yang kehilangan 
kemampuannya, seperti orang gila, anak-anak yang masih belum mencapai 
umur tamyiz boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya, sebagaimana dengan 
orang-orang yang kurang kemampuannya, seperti anak-anak dan orang yang 
akalnya belum sempurna, tetapi belum tamyiz (abnormal). 
Pada dasarnya, penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya 
dilarang oleh agama  karena merupakan perbuatan dzalim. Wali sesungguhnya 
dilarang mempersulit perkawinan perempuan yang berada dalam perwaliannya 
sepanjang mendapat pasangan yang sekufu’ baik dari segi agama, nasab, 
pendidikan, ekonomi, dan lain-lain.Sedangkan pernikahan tanpa adanya wali 
itu tidak sah menurut Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya penolakan dari 
wali pemohon, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan 
dengan syari’at Islam, misalnya terjadinya hamil di luar nikah atau kawin lari. 
Oleh karena itu, pernikahan antara pemohon dan calon suami pemohon lebih 
mendatangkan maslahah. 
Di Pengadilan Agama Blitar terdapat 4 (empat) paling sedikit perkara 
wali ‘adal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Diantara 4 (empat) perkara 
tersebut, diantaranya putusan nomor 0383/Pdt.P/2017/PA.BL. Wali Nasab  
pemohon enggan menjadi wali nikah dikarenakan calon suami pemohon 
mempunyai akhlak yang kurang baik, dulu calon suaminya memiliki kebiasaan 




putusan nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.BL pada kasus perkara ini wali nasab 
pemohon enggan menjadi wali nikah Pemohon karena masalah adat jawa arah 
angin Barat Laut (Ngalor Ngulon), ketika di tunjuk dari rumah pemohon ke 
rumah calon suami Pemohon menghadap barat laut sehinnga menurut adat 
jawa tidak baik melangsungkan pernikahan. Selanjutnya perkara nomor 
0276/Pdt.P/2018/PA.BL kasus pekara ini masih menyangkut adat jawa seperti 
kasus perkara di atas. Penyusun memilih perkara dengan nomor 
0353/Pdt.P/2016/PA.BL.di atas, karena dalam perkara ini wali pemohon 
keberatan menikahkan anak perempuannya dengan alasan adat-istiadat yaitu 
rumah calon suami mengarah Barat Laut (Ngalor Ngulon) yang tidak sesuai 
syar’iat islam karena masih meyakini, apabila larangan tersebut dilanggar maka 
banyak kesulitan yang mereka alami selama pernikahan. Pernikahan yang 
demikian itu menimbulkan dampak negatif, dapat mengakibatkan malapetaka 
seperti: keluarga tidak harmonis, sering dapat musibah, kemelaratan (sulit 
mencari rezeki), bahkan sampai kematian.18 Dan ini tidak dibenarkan menurut 
peraturan hukum yang berlaku karena merupakan perbuatan yang dzalim. 
Oleh karena itu penyusun merasa tertarik melakukan penelitian ini, 
karena untuk lebih mengetahui tentang apa sebenarnya yang menjadi 
pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan wali ‘adal, apakah lebih 
                                                     





mengarah pada timbulnya kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga mereka 
atau sebaliknya. 
B. Fokus  Penelitian dan Deskripsi Fokus 
a. Fokus  Penelitian  
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai skripsi ini, 
diperlukan beberapa penjelasan yang barkaitan yakni: “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Putusan Perkara Wali’ Adal  Di pengadilan  Agama  Blitar (Studi Kasus 
Putusan No.: 0353/Pdt.P/2016/PA.BL.) 
1. Tinjauan  
Tinjauan adalah pengumpulan data, analisa dan penyajian data yang 
dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah. 
2. Hukum Islam  
Hukum islam atau (Syari’at Islam) adalah hukum-hukum yang diadakan 
oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum 
yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum 
yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). 
3. Putusan  
Putusan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis 
dan di ucapkan oleh hakim dalam siding terbuka untuk umum sebagai 
hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius) 
4. WaliAdal  
Wali adal adalah seorang wali nasab yang enggan atau menolak 




perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan 
anaknya. 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Blitar Kabputen Blitar 
Provinsi Jawa Timur dan berdsarakan deskripsi fokus penelitian ini, dapat 
dimengerti bahwa fokus penelitian ini berfokus pada pelaksanaan penetapan wali 
adhal  karena wali nasabnya enggan menjadi wali dari calon mempelai wanita. 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana dasar dan pertimbangan Hakim dalam memberikan 
penetapan permohonan wali ‘adal pada perkara no. : 
0353/Pdt.P/2016/PA.BL.? 
2. Bagaimana  tinjauan maslahah dalam pertimbangan penetapan hakim 
telah sesuai dengan hukum islam dan peraturan Perundang-
undangan? 
D. Kajian Pustaka 
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, ditemukan 
beberapa karya ilmiah yang membahas tentang wali ‘adal, diantaranya :
 Pertama, Fauzan Ismail Ratuloly dalam skripsinya yang berjudul 
“Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Aḍal Di Pengadilan Agama Larantuka 
Kabupaten Flores Timur (Putusan Hakim Tahun 2008)”, skripsi ini membahas 
tentang alasan pengajuan permohonan wali aḍal terjadi karena wali nasab 
enggan untuk menikahkan, ada beberapa faktor sehingga wali nasab enggan 




dengan calon mempelai wanita , 2) Masalah ekonomi dari calon mempelai laki-
laki, 3) Akhlak, 4) Karakter budaya yang berbeda, 5) Fisik.19 
Kedua, yaitu skripsi karya Indra Fani yang berjudul “Analisis Putusan 
Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim 
Karena Wali Adhal (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA 
Mks.).Dalam skripsi ini membahas tentang Dasar dan pertimbangan majelis 
hakim dalam menetapkan perkara wali adhal, dalam hal ini Putusan Nomor 
58/Pdt.P/2010/PA.Mks, telah sesuai dengan kaidah hukum adalah karena; 
1.Alasan ayah kandung (wali) pemohon telah menolak menjadi wali dalam 
pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon tidak berdasarkan pada 
hukum; 2.Wali pemohon tidak mau hadir dalam persidangan perkara ini; 3. Alat 
bukti surat (kode P) tentang penolakan pernikahan di PPN karena ayah 
kandung (wali) pemohon enggan menjadi wali; 4. Adanya keterangan dari dua 
orang saksi yang menyatakan bahwa si pemohon dengan calon suami pilihannya 
sudah saling mencintai.24 Sedangkan dalam penelitian yang penyusun lakukan 
cenderung membahas mengenai ‘adalnya wali dengan  menyertakan alasan- 
alasan yang jelas.20 
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Ketiga,Ny. Soemiyati, dalam buku “Hukum Perkawinan Islam Dan 
Undang-Undang Perkawinan”Tahun1986 menjelaskan bahwa wali dalam 
perkawinan merupakan “rukun” artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa 
adanya wali , perkawinan dianggap tidak sah. Terutama perkawinan dari orang 
belum mukallaf.21 
 Keempat, Aan Mustofa dalam karya ilmiahnya yang berjudul “’Adal 
Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali Dalam Pernikahan (Studi Atas 
Panda ngan Imam Syafi’i), skripsi ini membahas tentang pendapat Imam Syafi’i 
tentang wali ‘adal yang menyebabkan perpindahan kewenangan wali dan 
metode yang digunakan Imam Syafi’i dalam isbat mengenai wali ‘adal yang 
menyebabkan perpindahan kewenangan wali.22 
Sejauh penelusuran yang dilakukan penyusun, dari banyak karya ilmiah 
yang membahas tentang wali ‘adal, belum ada yang membahas secara menda lam 
mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap putusan perkara wali ‘adal di 
Pengadilan Agama Blitar. Oleh sebab itu, penyusun bermaksud menyusun 
skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Wali‘ 
Adhal Di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Putusan No.: 
0353/Pdt.P/2016/PA.BL.)”. 
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Liberty, Yogyakarta, 1986 
22Aan Mustofa, “’Adal Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali Dalam Pernikahan 




E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
a. Tujuan Penelitian 
     Penelitian ini bertujuan ini untuk : 
1) Mendeskripsikan apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim 
Pengadilan Agama Blitar dalam memberikan penetapan permohonan 
wali‘adal pada perkara No. :0353/Pdt.P/2016/PA.BL. 
2) Mendeskripsikan kesesuaian pertimbangan Hakim tersebut dengan 
maslahah dalam hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan. 
b. Kegunaan Penelitian 
1. Memberikan kontribusi terhadap Pengadilan Agama Blitar dalam 
memutuskan ataupun menetapkan suatu perkara yang diajukan, 
terutama yang berkaitan dengan penetapan wali‘adal. 
2. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi 
perkembangan  ilmu pengetahuan bidang Hukum Islam pada 
umumnya dan bidang Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di 
Indonesia pada khususnya. 
3. Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh alat-alat penegak 
hukum dan pihak-pihak lain yang berkecimpung dalam usaha penertiban 





A. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan  
1. Pengertian Putusan  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila 
pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan 
musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan 
dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 
121 HIR, Pasal 113 Rv, maupun duplik tergugat, dan dilanjutkan dengan proses 
tahap pembuktian konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, majelis 
menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau 
pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah 
bagi majelis untuk menetukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak 
yang berperkara.1 
Perlu dijelaskan bahwa yang dimksud dengan putusan pada uraian ini adalah 
putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan 
perkara di Pengadilan Negeri, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi 
penyeleseian perkara yang disengketakan.2Berdasarkan putusan itu, ditentukan 
secara pasti hak maupun hubungan dengan hukum para pihak dengan objek yang 
disengketakan. 
                                                          
1Indra Fani, Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian dari Wali Nasab 
Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal (Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin, 2014), h. 41. 
2Indra Fani, Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian dari Wali Nasab 
Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal, h.42 
20 
 
2. Susunan dan Isi Putusan 
Dalam wujud atau bentuknya sutu putusan hakim terdiri dari “kepala”  
(judul), pertimbangan –pertimbangan dan “amar” atau “dictum”.3 Suatu putusan 
hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu; 1) kepala putusan, 2) identitas para pihak, 3) 
pertimbangan dan 4) amar.4 
a) Kepala Putusan  
Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas 
putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 
(Pasal 4(1) UU No. 14/1970). Apabila kepala putusan ini tidak dibubuhkan pada 
suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut. 
Di lingkungan peradilan agama: Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan 
kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” diikuti dengan “Demi Keadilan Brdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Pasal 57 (2) UU No. 7/1989 tentang Peradilan 
Agama). 
b) Identitas Pihak-Pihak Yang Berperkara  
Sebagaimana biasanya bahwa dalam suatu perkara atau gugatan itu 
mempunyai sekurang-kurangnya dua pihak yang saling berhadapan yaitu penggugat 
dan tergugat, maka di dalam putusan harus dimuat identitas para pihak; nama, 
alamat, pekerjaan dan nama dari kuasa hukumnya apabila para pihak 
menguasakannya kepada orang lain. 
c) Pertimbangan atau Alasan-alasan 
                                                          
3Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Rineka Cipta 2009 ), h.126 
4Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Perdata, h. 127. 
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Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan hakim terdiri dari dua 
bagian, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya dan tentang pertimbangan 
hukumnnya. Pasal 184 HIR/195 RBG/23 UU No. 14/1970 menentukan, bahwa 
setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan 
dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak 
tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak-pihak yang 
berperkara pada waktu putusan pengadilan diucapkan.  
Meskipun pasal tersebut sudah menentukan bahwa gugatan dan jawaban 
dalam putusan dimuat secara ringkas saja, namun dalam praktek dapat terjadi seluruh 
gugatan dan jawaban dimuat dalam putusan.Adanya alasan sebagai dasar putusan 
mempunyai nilai obyektif, selain itu juga mempunyai wibawa. 
Putusan pengadilan yang kurang cukup pertimbangannya merupakan alasan 
untuk kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan, (MA.tgl. 22-7-1970 No. 638 
K/Sip/1969, MA.tgl. 16-12-1970 No. 492 K/Sip/1970), namun tidak menyebutkan 
dengan tegas peraturan hukum mana yang menjadi dasar putusan tidak 
mengakibatkan putusan tersebut batal (MA.tgl. 27-7-1970 No. 80 K/Sip/1969). 
Selain itu, putusan pengadilan yang didasarkan atau pertimbangan yang 
menyimpang dari dasar gugatan harus dibatalkan (MA.tgl. 1-9-1971 No. 372 
K/Sip/1970). 
d) Amar atau Diktum Putusan 
Sebagaimana telah dikemukakan dalam membicarakan isi gugatan salah satu 
isinya adalah petitum yaitu apa yang diminta atau dituntut supaya bisa diputusakan 
oleh hakim. Putusan hakim adalah menjawab permintaan atau tuntutan ini, apakah 
mengabulkan atau menolak gugatan tersebut.Dalam amar ini dimuat suatu 
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pernyataan hukum, penetapan suatu hak, lenyap atau timbulnya keadaan hukum 
dan isi putusan yang disebut hukuman yang berupa pembebanan suatu prestasi 
tertentu.Yang paling penting amar atau dictum itu ditetapkan siapa yang berhak atau 
siapa yang benar atas pokok perselisihan itu. 
3. Macam-Macam Putusan Hakim 
Pasal 190(1) HIR/201(1) RBG menentukan bahwa putusan sela hanya dapat 
dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir dan 
pada pasal 185 HIR/196 RBG yang bukan putusan akhir walau harus diucapkan 
dipersidangan dibuat tidak terpisah hanya dibuat berita acara.5 
Dari hal tersebut diatas, putusan dibedakan menjadi 2 macam :6 
a. Putusan Sela (Tussen Vonis) 
Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang 
diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau  mempermudah 
kelanjutan pemeriksaan perkara.7 Dalam hal ini pasal 136 HIR 
menentukan eksepsi (tangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh 
orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh 
dikemukakan, dan ditimbang sindiri-sendiri, tetapi harus dibicarakan dan 
diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. 
Dalam hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela, yakni: 
i. Putusan Preparatoir, yaitu putusan persiapan mengenai jalannya 
pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan 
                                                          
5 Sjahril Nasution, Tinjauan Juridis Terhadap Upaya Hukum Yang Mengesampingkan Akta 
Perdamaian, (Depok: Skripsi Universitas Indonesia,2011), h. 80. 




akhir, sebagai contoh putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan 
saksi. 
ii.   Putusan Interlocutoir, yaitu putusan yang isinya memerintahkan 
pembuktian, contoh : Putusan untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan 
tempat. 
iii.   Putusan Incidentiel adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, 
yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Contohnya 
putusan yang membolehkan masuknya pihak ketiga ikut serta dalam suatu 
perkara. 
iv. Putusan Provosional, yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu 
permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan 
guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. 
b. Putusan Akhir (Eind Nonnis) 
Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat 
pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan 
tinggi dan mahkamah agung.8 
Putusan akhir menurut sifat amarnya (Diktumnya) dapat dibedakan atas 3 
macam yaitu; 
1. Putusan Comdentoir yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang 
dikalahkan untuk memenuhi prestasi. 
2. Putusan Declaratoir, yakni putusan yang amar nya menyatakan suatu 
keadaan sebagai keadaan yang sah menurut hukum. 




3. Putusan Konstitutif, yakni putusan yang amar nya menciptakan suatu 
keadaan baru. 
Dari ketiga macam sifat putusan akhir diatas, maka putusan yang 
memerlukan pelaksanaan (eksekusi) hanyalah yang bersifat condemtoir, sedangkan 
putusan yang bersifat konstitutif dan declaratoir tidak memerlukan pelaksanaan 
/tidak memerlukan perbuatan dari salah satu pihak dan upaya paksa, karena sudah 
mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak yang kalah untuk melaksanakannya. 
Dan untuk dapat dijalankannya (eksekusi) putusan perdamaian yang mengandung 
eksekusi riel diatur dalam pasal 200 ayat (11) HIR/pasal 1033RV, yang mengandung 
pembayaran uang diatur dalam pasal 195 HIR sampai dengan 200 HIR sedangkan 
yang mengandung pelaksanaan suatu perbuatan (untuk melakukan sesuatu) diatur 
dalam 225 HIR.9 
 
B.Tinjauan Umum Tentang Wali 
1. Pengertian Wali Nikah 
Secara etimologis :”wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau 
penguasa. 10 Wali mempunyai banyak arti, antara lain: 
a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban 
mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa; 
b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang 
melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki); 
                                                          
9 Sjahril Nasution, Tinjauan Juridis Terhadap Upaya Hukum Yang Mengesampingkan Akta 
Perdamaian, (Depok: Skripsi Universitas Indonesia,2011), h. 82. 
10Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat.Jakarta, (Rajawali Pers 2014), h. 89. 
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c. Orang saleh (suci), penyebar agana; dan 
d. Kepala pemerintah dan sebagainya.11 
Arti-arti “wali” di atas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan 
kionteks kalimat.Adapun yang dimaksud wali dalam pembahasan ini adalah wali 
dalam pernikahan, yaitu yang sesuai dengan poin b. 
Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang 
bersangkutan, apabila wali yang bersagkutan sanggup bertindak sebagai 
wali.Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat 
bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah tangan kepada orang lain. 
Wali ditunjuk berdasarkan skala perioritas secara tertib dimulai dari orang 
yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat dengan hubungan 
darahnya, jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi’i, mengatakan bahwa 
wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu. 
Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urut-urutan wali adalah sebagai 
berikut: 
1. Ayah; 
2. Ayahnya ayah (kakek) terus ke atas; 
3. Saudara laki-laki seayah seibu; 
4. Saudara laki-laki seayah saja; 
5. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu; 
6. Anak laki-laki saudaa seayah; 
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu; 
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah; 




9. Anak laki-laki no.7; 
10. Anak laki-laki no.8 dan seterusnya; 
11. Saudara laki-laki ayah, seayah seibu; 
12. Saudara laki-laki ayah, seayah saja; 
13. Anak laki-laki no.11; 
14. Anak laki-laki no.12; dan 
15. Anak laki-laki no.13. dan seterusnya.12 
Singkatnya urutan wali adalah: 
1. Ayah seterusnya ke atas; 
2. Saudara laki-laki ke bawah ; dan 
3. Saudara laki-laki ayah ke bawah. 
Para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah wali, apakah ia menjadi 
syarat sahnya pernikahan atau tidak? 
Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali.Pendapat 
itu juga dikemukakan oleh Imam Syafi’i. 
Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya’bi, dan Al-Zuhri berpendapat bahwa 
apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon 
suaminya sebanding (kufu’).Maka pernikahannya boleh. 
Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali 
pada gadis dan tidak mensyaratkannya kepada janda. Pendapat lain mengatakan 
bahwa persyaratan wali itu hukumnya sunah bukan fardu, karena mereka 
berpendapat bahawa adanya waris antara suami dan istri yang perkawinannya terjadi 
tanpa menggunakan wali, juga wanita terhormat itu boleh mewakilkan kepada 
                                                          
12Slamet Abidin dan H. Aminuddin,  h. 90-91 
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seorang laki-laki untuk menikahkannya. Imam Malik juga menganjurkan agar 
seorang janda mengajukan walinya untuk menikahkannya.13 
2. Dasar Hukum Wali Nikah 
Dasar hukum wali dalam pernikahan ialah sebagaimana Allah dalam al-






“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan 
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas 
(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.14 
 
Dalam Kompilasi Hukum Islam Menjelaskan wali nikah merupakan rukun 
dalam perkawinan. Sebagaimana tercamtum pada pasal 19: 
“Wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai 
wanita yang bertindak untuk menikahinya”.15 
 
Keberadaan wali sebagai rukun nikah seperti terdapat dalam pemikiran 
Malikiyyah, Syafi’iyyah, maupun Hanabilah.Oleh karena itu, dalam prosesi akad 
nikah diwajibkan adanya seorang wali karena merupakan rukun yang harus 
dipenuhi.Sudah selayaknya wali ada dalam perkawinan. Perkawinan merupakan 
                                                          
13Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat.Jakarta, h.91 
14Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 
2009), h.  
15Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam (KHI) , (Jakarta: Permata Press, 2003), h. 6 
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peristiwa penting dalam kehidupan seseorang karena akan menginjak dunia baru 
untuk membentuk keluarga sehingga diperlukan partisipasi dari pihak keluarga 
untuk merestui perkawinan tersebut. Oleh orang yang masih berada dibawah usia 
21 tahun (pria atau wanita) maka diperlukan izin dari orang tua.16 
3. Syarat-Syarat Menjadi Wali 
Sepakat para ulama bahwa orang-orang yang akan menjadi wali ialah : 
a. Orang mukallaf/baliqh, karena orang yang mukallaf adalah jawabkan yang 
dibebani Hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
Hadist Nabi : “Diangkatnya hukum itu dari tiga perkara; dari orang yang 
tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia bermimpi (dewasa) dan 
dari orang-orang gila hingga ia sembuh”. (H.R. Bukhari dan Muslim). 
b. Muslim. Apabila yang kawin itu orang muslim, disyaratkan walinya juga 
seorang muslim. Hal ini berdasarkan Firman Allah : “Janganlah orang-
orang mukmin mengangkat orang kafir sebagai wali-wali (mereka) dengan 
meninggalkan orang-orang mukmin”. (Q.S. Ali Imran : 28) 
c. Berakal sehat. Hanya orang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum 
dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sesuai dengan Hadist 
Nabi yang telah disebut diatas tadi. 
d. Laki-laki 
e. A d i l  
                                                          
16Arso  Sosroatmojo  dkk, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia, (Jakarta:  Bulan  Bintang, 
2004), h. 25 
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Mengenai syarat laki-laki dan adil atau cerdas ini, ada perbedaan pendapat 
antara para ahli Fiqh.17 
Di Indonesia yang pada umumnya mengikuti ajaran madzhab Syafi’i, 
dalam hal syarat adil bagi wali tidak mendapat tekanan.Asal orang beragama Islam, 
baliqh laki-laki dan berakal sehat sudah dipandang cakap bertindak sebagai 
wali.Walaupun menurut mazhab Syafi’i seorang wali itu disamping memenuhi 
syarat-syarat seperti tersebut di atas juga harus orang yang adil. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam diterangkan pada pasal 20 ayat 1 yang 
berbunyi : 
 “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang 
memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baliqh.” 
 
Anak kecil, budak, dan orang gila tak dapat menjadi wali. Bagaimana 
mereka akan menjadi wali atas diri mereka sendiri tidak mampu.18 
4. Macam-Macam Wali Nikah 
Dalam Al-Qur’an maupun hadist telah diterangkan secara jelas bahwa 
pernikahan tanpa seorang wali itu hukumnya batal dan tidak sah. Maka dari itu siapa 
saja orang yang berhak menjadi wali dalam perkawinan akan dibahas satu persatu. 
a. Wali Nasab  
Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai 
perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai 
perempuan. 
                                                          
17Soemiyati,S.H: Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan , Liberty, 
Yogyakarta, 1986, h.43. 
18Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam (KHI),  h. 7. 
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Jadi yang termasuk wali nasab ialah ayah, kakek, saudara laki-laki, paman 
dan seterusnya. 
Wali nasab ini terbagi menjadi dua yaitu : pertama wali nasab yang berhak 
memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa 
minta izin dulu dari yang bersangkutan wali nasab yang demikian ini disebut wali 
mujbir. Kedua ialah wali nasab yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa atau wali 
nasab biasa. 
Menurut Imam Syafi’i yang berhak menjadi wali mujbir hanya ayah, 
kakek, dan seterusnya ke atas.Wali mujbir ini diperuntukkan bagi wanita yang 
belum pernah kawin jadi masih perawan baik masih kanak-kanak atau sudah 
dewasa. 
Menurut Imam Abu Hanifah yang berhak menjadi wali mujbir ialah semua 
wali nasab.Dan wali mujbir hanya diperuntukkan bagi para wanita yang belum 
dewasa saja dan gila. 
Menurut Imam Hambali dan Imam Maliki yang berhak menjadi wali 
mujbir hanyalah bapak saja. Orang lain boleh menjadi wali mujbir kalau telah 
mendapat wasiat dari bapak, dalam hal terpaksa sekali orang lain boleh diangkat 
menjadi wali mujbir kalau bapak dan hakim tidak ada. 
Para ulama yang membolehkan wali mujbir menikahkan tanpa meminta 
izin lebih dahulu pada calon mempelai perempuan, harus memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut : 
a. Antara wali mujbir dan gadis itu taka da permusuhan. 




c. Antara gadis daln calon suaminya tidak ada permusuhan. 
d. Maharnya tidak kurang dari mahar mitsil (sekandung) 
e. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap isteri 
dengan baik dan tidak ada gambaran akan berbuat yang menyengsarakan 
istrinya. 
Apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi maka gadis yang telah dikawinkan 
walinya itu tanpa diminta persetujuannya terlebih dahulu dapat minta fasakh, 
perkawinannya minta diputuskan oleh Hakim. 
Mengenai boleh tidaknya seorang wali mujbir menikahkan seorang gadis 
tanpa meminta izin terlebih dahulu, berdasarkan pada hadist Nabi di bawah ini : 
“Dari Ibnu Abbas bahwasanya Jariyah, seorang gadis telah menghadap 
Rasulullah s.a.w lalu menyampaikan bahwa bapaknya telah 
mengawinkannya dengan seorang laki-laki sedang ia tidak 
menyukainya.Maka Rasulullah menyuruhnya untuk memilih”. (H.R. 
Ahmad Ibnu Daud, Ibnu Majah dan ad-Daruquthni).19 
 
Dari isi Hadist di atas dapat kita Tarik kesimpulan bahwa wali mujbir boleh 
menikahkan gadis tanpa meminta izin terlebih dahulu pada gadis yang bersangkutan 
asal gadis itu menyukai laki-laki pilihan si wali. Kalau tidak menyukainya ia boleh 
memutuskannya 
b. Wali Hakim 
Wali Hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi. Orang-orang yang 
berhak menjadi wali hakim adalah: Pemerintah, Khalifah (pemimpin), Penguasa, 
                                                          
19Soemiyati,S.H: Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan , Liberty, 
Yogyakarta, 1986. Hal.47 
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atau qadi nikah yang diberi kewenangan dari kepala Negara untu menikahkan 
wanita yang berwali hakim. 
Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam 
kondisi-kondisi berikut. 
1. Tidak ada wali nasab 
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab’ad ; 
3. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 km 
atau dua hari perjalanan; 
4. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui; 
5. Wali aqrabnya ‘adlal; 
6. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit); 
7. Wali aqrabnya sedang ihram; 
8. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah; dan  
9. Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak 
ada.20 
Wali hakim tidak berhak menikahkan : 
a. Wanita yang belum balig; 
b. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu; 
c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah; dan  
d. Wanita yang berada diluar daerah kekuasaannya. 
Di Indonesia, kepala Negara ialah presiden telah memberi kuasa pada 
pembantunya yaitu Menteri Agama, yang telah juga memberi kuasa pada pegawai 
“pencatat nikah” untuk bertindak sebagai wali hakim. Jadi hakim disini bukan 
                                                          
20Tihami, Sohari Sahrani,  Fikih Munakahat, h.98. 
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berarti hakim dari pengadilan. Meskipun dimungkinkan juga hakim pengadilan 
(dalam hal ini pengadilan Agama) dapat bertindak sebagai wali hakim apabila ia 
memproleh kuasa dari Kepala Negara. Dengan kata lain orang-orang yang dapat 
bertindak sebagai wali hakim harus ditentukan berdasarkan Undang-Undang. 
c. Wali Muhakkam  
Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai 
wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak dapat 
bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, mempelai yang 
bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat 
sahnya nikah bagi yang mengharuskan ada wali. Wali yang diangkat oleh mempelai 
disebut wali muhakkam.21 
Misalnya, apabila seorang laki-laki beragama Islam kawin dengan seorang 
perempuan beragama Kriten tanpa persetujuan orang tuanya, biasanya yang 
berwenang bertindak sebagai wali hakim dikalangan umat Islam tidak bersedia 
menjadi wali apabila orang tua mempelai perempuan tidak memberi kuasa. Dalam 
hal ini agar perkawinan dapat dipandang sah menurut hukum islam, mempelai 
perempuan dapat mengangkat wali muhakkam. 
C. Wali Adhal 
1. Pengertian Wali Adhal 
Kata ‘adal menurut bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab yaitu: 
الضع-  لضعی -  لضع . Sedangkan menurut istilah wali adal ialah wali yang enggan atau 
menolak.Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau 
                                                          
21KH. Ahmad Azhar Basyir,Hukum Perkawinan Islam,(Yogyakarta.UII Press. 1999 
Cet.9), h. 45. 
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menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya 
dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihan anaknya.22 
Apabila seseorang perempuan sudah meminta kepada walinya untuk 
dinikahkan dengan pilihan seorang laki-laki yang seimbang (sekufu) dan walinya 
berkeberatan tanpa alasan yang jelas maka hakim berhak menikahkannya setelah 
ternyata bahwa keduanya telah sekufu dan setelah memberi nasehat kepada wali agar 
mencabut keberatannya itu. Dalam kenyataannya dimasyarakat sering terjadi, bahwa 
seorang wanita atau bakan calon mempelai wanita berhadapan dengan  kehendak 
orangtuanya /walinya yang berbeda, termasuk soal pilihan laki-laki yang hendak 
dijadikan menantu (suami), ada yang sama-sama setuju mengizinkannya atau 
sebaliknya orang tua menolak kehadiran calon menantunya yang telah menjadi 
pilihannya, mungkin karena orang tua telah mempunyai pilihannya, mungkin 
karena orangtuanya telah mempunyai pilihan lain atau karena alasan lain. Perlu 
disadari bahwa orang tua dan anak sama-sama mempunyai tanggung jawab, 
bagaimana menentukan jodoh sesuai harapan. 
Pihak calon mempelai perempuan berhak mengajukan kepada Pengadilan 
Agama, agar pengadilan memeriksa dan menetapkan adhalnya wali.Jika ada wali 
adal, maka wali hakim baru dapat bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah 
setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.23 
Pada dasarnya untuk menjadi hak wali didalam perkawinan ada di tangan 
wali aqrab, atau orang yang mewakili wali aqrab atau orang yang diberi wasiat untuk 
                                                          
22Indra Fani, Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab 
Kepada  Wali  Hakim  Karena  Wali  Adhal, (Makassar: Skripsi  Universitas  Hasanuddin  Makassar, 
2014), h. 28. 
23 Abdul Rahman I. Doi, Ph.D, Perkawinan Dalam Syariat Islam (Cet. I; Jakarta: Rineka 
Cipta, 2004), h. 26 
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menjadi wali. Hanya untuk wali aqrab saja yang berhak menikahkan perempuan 
yang dalam perwaliannya dengan orang lain. 
Dengan demikian ia berhak melarang perkawinannya dengan seorang 
apabila sebab yang dapat diterima, misalnya calon suami tidak sekufu atau karena si 
perempuan sudah dipinang oleh orang lain lebih dahulu, atau jelek akhlaknya, atau 
cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat difasakhkan. Dalam hal-hal 
ini wali aqrab adalah orang yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat 
berpindah kepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun.24 
2. Penyelesaian Wali Adal Menurut Hukum Islam 
1. Pendapat Mazhab Maliki 
Dalam mazhab maliki, ada kecenderungan sama dalam menyampaikan 
pendapatnya mengenai wali adal ini dengan Mazhab Syafi’I, dalam pendapatnya 
kalangan Maliki menyatakan “tatkala ada seorang wali baik itu mujbir atau bukan, 
menghalangi maulanya untuk kawin dengan pasangan yang sekufu lagi pula si maula 
rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (wali ab’ad) akan 
tetapi berhak bagi si maulanya untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan 
maksud untuk mempertanyakan kepada si wali mengenai sebab-sebab itu dan 
masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan maula tersebut tersebut kepadanya, 
akan tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan pada si wali membangkang untuk 
mengawinkannya setelah diperintahkan hakim, maka hakim bertindak untuk 
mengawinkannya.25 
                                                          
24 Al Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) 
h. 12. 
25Fauzan Ismail Ratuloly, Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Adal Di Pengadilan 
Agama Larantuka Kabupaten Flores Timur (Makassar: Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2014), h.32 
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Dengan ini diproleh kesimpulan umum, bahwa dalam Mazhab Maliki 
bagaimana problema dan penyelesaian wali adal tentu melihat seorang hakim, dan 
bagi hakim berkewajiban menggatikannya sebagai jalan menuju penyelesaiannya bila 
dalam wali yang bersangkutan tetap dalam sikap adalnya. 
2. Pendapat Mazhab Hambali 
Di dalam Mazhab Hambali diceritakan tentang Ahmad bin Hanbal bahwa 
beliau pernah memberikan penjelasan mengenai wali adal. Di satu riwayat, bahwa 
wali yang adal terutama yang adalitu adalah wali aqrab, maka dengan demikian 
perwalian berpindah kepada wali ab’ad, sedang disisi lain menjelaskan bahwa 
perwalian menjadi pindah kepada hakim. 
Upaya penyelesaiai wali adal telah di tanggapi oleh kalangan mazhab 
Hanabilah ini, walau tetap tidak melepaskan kemungkinan perbedaan pendapat di 
antara mereka. Demikian Syeh Abdurrahman Al Jaziri sebagaimana dalam 
keterangannya, yakni hampir sama dengan pendapat  hanabilah mengenai wali adal 
ini, pendapat beliau: “Apabila ada seseorang mempunyai hak perwalian (wali) 
mencegah maulanya dari kawin dengan calon suami yang telah ia cintai, dan dengan 
memberi mahar dan dia telah berusia sembilan belas tahun bahkan lebih (ia telah 
baligh), sikap wali tersebut tidaklah sebagai keadannya wali terhadap maulanya dan 
bila wali itu adal maka perwalian pindah kepada hakim, karena dialah yang 
berwenang untuk mengawinkan atas diri maula yang di wali mencegah dari kawin, 
baik itu wali mujbir maupun bukan wali mujbir.”26 
                                                          
26Fauzan Ismail Ratuloly, Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Adal Di Pengadilan 




Dengan demikian penjelasan ulasan dari mazhab Hanabilah mengenai wali 
adhal  berikut upaya penyeleseiannya. Kiranya dari keterangan tersebut dapat 
diproleh kesimpulan bahwa dalam mazhab Hambali dalam hal ini ulamanya 
cenderung dalam proses dan penyeleseian wali adhal dengan melalui seorang hakim, 
dan hakim pula yang tampil sebagai penggantinya manakala ia wali yang 
bersangkutan tetapi dalam keadalannya. Namun demikian ada di antara mereka yang 
berpendapat lain, yaitu penyeleseian wali adhal dengan melalui wali kerabat yang 
lain walaupun wali yang jauh sekalipun, baru kemudian pindah ke hakim setelah 
mereka tidak bisa di harapkan untuk tampil sebagai wali. 
3. Pendapat Mazhab Syafii’I  
Di dalam mazhab Hanafiah  juga telah di dapati  keterangan mengenai wali 
adal tersebut, namun demikian keterangan yang dapat di jelaskan disini adalah 
keterangan dari para ulama tersebut. Sebagaimana di ungkapkan oleh Abdurrahman 
Al Jaziri melalui kitabnya bahwa menurut ulama mazhab Hanafi adalah wali aqrab 
yang melakukan pencegahan terhadap maulanya dari kawin dengan calon pasangan 
yang telah sekufu dengan berikut membayar mahar mitsil, maka jalan 
penyeleseiannya disebut sama halnya dengan penyeleseian atas wali yang ghaib yang 
sulit di temukan dan dihadirkan. Demikianlah itu perwaliannya tidak pindah kepada 
wali hakim, selagi ada wali yang lain yaitu wali ab’ad.27 
4. Pendapat Mazhab Syafi’I  
Pembahasan mengenai problema wali adal berikut penyeleseiannya di 
dalam mazhab Syafi’i kedua sama-sama melibatkan seorang penguasa (Hakim) 
                                                          
27Fauzan Ismail Ratuloly, Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Adal Di Pengadilan 
Agama Larantuka Kabupaten Flores Timur, h.34 
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menjadi pengendalinya. Adapun mengenai keterlibatan penguasa atau hakim selaku 
pengendali kedua hal tersebut maksudnya adalah dialah yang berwenang untuk 
memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi adal tersebut, berikut 
mengusahakan dengan upaya apa yang mengantisipasi dan penyelesaian  munculnya 
permasalahan tersebut, hal ini dilakukan penguasa atau hakim tentunya setelah ada 
laporan pengajuan dari maula wali adhal tersebut sebagai pihak yang din perlukjan 
tidak adil atau rugikan. 
Mengenai keterlibatan seorang hakim terhadap wali adal nampak dari 
ulasan seorang ulama dari mazhab Syafi’I yaitu Imam Jalaluddin Al Mahalli yang 
antara lain menjelaskan “ Diharuskan dalam mencari kepastian bahwa seorang wali 
itu adhal adalah di depan hakim setelah di perintah dan nyata-nyata menolak untuk 
melangsungkan perkawinan, sedangkan perempuan yang menjadi maulanya sebagai 
laki-laki yang melamar juga hadir, atau juga ia didatangkan saksi untuk memperkuat 
atau menyembunyikannya (ini bila ia tidak hadir), dan setelah di hadapkan hakim, 
lalu si wali bersedia mengawinkannya. Tercapai tujuan untuk mengantisipasi wali 
adhal akan tetapi sebaliknya bila ia tidak bersedia mengawinkan maka nyatalah ia 
sebagai wali adhal.” 
Dari ulasan tersebut semakin jelas, bahwa langkah awal yang disajikan 
ualama fiqih dalam menghadapi wali adhal tersebut, yaitu melalui hakim agar wali 
yang bersangkutan menarik kembali taubat dari adhal-nya, bagaimanapun langkah 
awal tersebut dapat di pahami sebagai wujud dari analogi terhadap sejarah masa 
lalunya, yaitu sejarah wali adhal yang terjadi pada masa Rasulullah saw, dan 
pelakunya adalah Ma’qil Ibnu Yasar. 
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Dengan demikian bila terjadi pembangkangan dari wali adhal ini, artinya 
cara awal yang akan di tempuh oleh hakim belum dapat diantisipasi sikap ke 
adhalan-nya wali tersebut. Menurut Mazhab ini, maka hakim yang telah 
mengawinkan atas diri maula dari wali adhal tersebut atau mewakilkan kepada orang 
lain untuk mengawinkan. 
Dalam keterangan yang lain Imam Syafi’I menerangkan bahwa 
perpindahan wali pergantian wali atas diri wali adhal kepada hakim. Ini terjadi 
manakala yang adhal itu dari wali aqrab. Sedang wali yang lain yaitu wali yang ab’ad 
tidak bisa mengganti pengganti, dengan kata lain ditangguhkan karena hakim sajalah 
yang berhak untuk penggantinya. Lebih jauh dijelaskan oleh beliau melalui 
keterangan “ Tatkala seorang wali itu hadir, lalu dia membangkang dan 
melangsungkan perkawinan, maka tidak bisa melangsungkan perkawinan maulanya 
wali yang lain dari golongan kerabat, tetapi hakim sajalah yang berwenang (berhak) 
mengawinkannya. Dan ini setelah ada laporan dan pembuktian oleh hakim, 
diantaranya hakim berhak mempertanyakan mengenai wali yang adhal tersebut, 
kalau saja ghaib maka beralih mengenai pihak yang melamar. Maka, kalau saja 
hakim telah menerima laporannya dan telah membenarkan laporan tersebut maka 
hakim memerintahkan untuk mendatangkan wali yang lebih dekat wali aqrab dan 
kerabat lain dari keluarganya. Dan hakim mempertanyakan: apakah kamu sekalian 
berkeberatan sekali untuk mengawinkan?, kalau saja mereka mengatakan keberatan, 
maka hakim harus memandang kalau saja bagi si pelamar dipandang telah sekufu, 
sedangkan bagi si perempuan telah rela untuk menerimanya, maka hakim 
memerintahkan kepada mereka untuk mengawinkannya. Dan kala pun hakim tidak 
memerintahkan mereka terlebih dahulu, hakim pun berhak untuk 
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mengawinkannya, karena kalau saja terjadi ada seorang wali yang hadir lalu ia 
membangkang untuk mengawinkan maulanya dengan pasangan yang disukainya 
dan telah sekufu, maka hakim juga akan mengawinkannya dengan pasangan yang 
disukai tadi.” 
Demikianlah penjelasan dari mazhab Syafi’I dan berikut para ulama’ 
pengikutnya mengenai problema wali adhal berikut upaya penyelesaiannya, dan dari 
penjelasan tadi atas, dapat diproleh kesimpulan bahwa di dalam mazhab Syafi’I wali 
adhal akan Nampak dan nyata sebagai suatu problema dalam perwalian, manakala 
telah dikemukakan dan di buktikan oleh hakim yang menanganinya mengenai ke 
adhal-nya, hakim berkewajiban untuk mengupayakan agar perkawinan maulanya 
bisa berlangsung pertama dengan intruksi untuk mencabut ke adhal-nya yakni 
dengan sanggup melangsungkan perkawinannya, dan kalau saja dia masih mencegah 
atau membangkang maka kewajiban bagi  hakim untuk menempuh cara kedua yaitu 
penggantian wali.28 
                                                          
28 Fauzan Ismail Ratuloly, Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Adal Di Pengadilan 






A. Lokasi dan Jenis Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Lokasi dan Objek penelitian ini adalah dilakukan di Kabupaten Blitar 
Provinsi Jawa Timur dengan objek penelitian Pengadilan Agama Blitar, dan untuk 
memproleh informasi dan data menyangkut proses pelaksanaan, alas an pengajuan 
wali adal dalam pertimbangan hakim mengenai wali adal dan yang terpenting adalah 
informasi atau data yang spesifik mengenai pelaksanaan perkawinan melalui wali adal 
di Pengadilan Agama Blitar Provinsi Jawa Timur. 
2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
Kepustakaan (library research), yaitu metode penelitian yang digunakan untuk 
mencari informasi dan data dengan membaca dan mencari sumber tertulis yang 
menjadi bahan dalam penyusunan dan pembahasan permasalahan dengan penelitian 
pustaka, dari data buku-buku, makalah-makalah ilmiah, dan artikel yang menjadi 
objek penelitian. Adapun yang menjadi sumber data utama (primer) dalam 
penelitian ini adalah hasil musyawarah penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama 
Blitar dalam perkara wali adal Nomor : 0353/Pdt.P/2016/PA.BL. Kemudian 
didukung dengan Penelitian Lapangan (field research) sebagai pelengkap, yakni 
penelitian yang datanya diproleh dari wawancara hakim di Pengadilan Agama Blitar, 
yang berkaitan dengan penetapan wali adal. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a.   Pendekatan Normatif, yakni pendekatan terhadap suatu masalah yang 
berdasarkan atas Hukum Islam, baik bersumber dari nash al-Qur’an, dan Hadist dan 
kaidah-kaidah ushul fiqh maupun pendapat para ulama serta dalil-dalil yang 
berkaitan dengan masalah ini yaitu al-maslahah al-mursalah agar terealisasinya 
kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam. 
b.   Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan suatu masalah yang diambil dari 
hokum positif atau dari aturan perundang-undangan yang ada, khususnya yang 
menyangkut masalah wali adal. 
C. Pengumpulan Data 
1. Jenis Data  
Penelitian ini bersifat field research, oleh karena itu jenis data yang akan 
digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Data ini berhubungan 
dengan nilai kualitas. 
2. Sumber Data 
Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Data Primer  
Data primer yaitu bahan yang sifatnya mengikat dan mendasari Bahan 
hukum lainnya, diantaranya adalah : 
1) Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
b. Data Sekunder 
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Data sekunder adalah sumber data yang memberikan petunjuk dan 
penjelasan mengenai sumber data primer. Adapun sumber data sekunder 
terdiri dari : 
1) Buku-buku yang mengenai dengan hokum perdata dan hukum acara 
perdata. 
2) Literatur, Dokumen, Makalah-makalah, Jurnal, dan hasil penelitian 
yang relevan serta fakta-fakta lapangan yang bersangkutan dengan 
penelitian ini. 
c. Data Tersier 
Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, 
dan lain-lain. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah : 
a. Metode dokumentasi, yakni cara mengumpulkan data yang diperlukan 
untuk suatu penelitian, seperti Penetapan Pengadilan Agama , data resmi, arsip dan 
sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan wali adal 
dalam Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 0353/Pdt.P/2016/PA.BL. 
b. Metode interview (wawancara), yakni memperoleh data secara lisan 
melalui Tanya Jawab yang berupa wawancara beberapa Hakim Pengadilan Agama 






4. Instrumen Pengumpulan Data 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil data yang akurat tentang 
bagaimana penetapan wali adal di Pengadilan Agama Blitar. Adapun instrument 
pengumpulan data yang akan di gunakan adalah Wawancara yakni salah satu 
instrument yang digunakan dalam penelitian inia dalah proses pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh informasi dan data tentang faktor-
faktor apa yang mempengaruhi terjadinya perkawinan melalui wali hakim di 
Pengadilan Agama Blitar, dal hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 
Informasi dan data yang diperoleh dengan wawancara langsung dan wawancara 
tertulis dengan para hakim dan panitera Pengadilan Agama Blitar. 
D. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data 
Analisis data ini berfungsi untuk menginter prestasikan data-data yang ada. 
Data-data penelitian yang sudah terkumpul, kemudian dianalisa dengan 
mengguanakan metide kualitatif ,yaitu analisis yang ditujukan terhadap data-data 
yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala-gejala yang 
benar-benar berlaku.1 Dan dalam suatu penelitian, pengolahan data adalah salah satu 
cara menjabarkan terhadap  bahan penelitian, sehingga penulis bias mendapatkan 
data dari hasil penelitian yang dilakukan dan kemudian dianalisa dengan 
menggunakan metode deskriptif analisis yakni semua data yang telah diperoleh baik 
diperoleh di lapangan maupun yang diperoleh melalui kepustakaan setelah diseleksi 
dan disusun kembali kemudian disimpulkan menjadi Sistematis. 
                                                          
1Hilman Hadi Kusuma, Metode pembuatan kertas atau Skripsi Ilmu Hukum, (Bandung 
:MandarMaju, 1195), h. 99. 
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BAB IV 
PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN WALI ADAL DAN 
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADAL 
 
A. Gambaran Umum Kantor Pengadilan Agama Blitar 
1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Blitar 
Ketika penganut Agama Islam telah bertambah banyak dan terorganisir 
dalam kelompok masyarakat yang teratur, jabatan hakim atau Qodhi di lakukan 
secara pemilihan dan baiat oleh ahlul hilliwal’aqdi, yaitu pengangkatan atas 
seseorang yang dipercaya ahli oleh majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka, 
di Aceh dengan nama Mahkamah Syari’ah Jeumpa , di Sumatra Utara dengan nama 
Mahkamah Majelis Syara’, di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang merupakan 
bekas wilayah kerajaan Islam Ukaiistilah “Hakim Syara” atau”QadhiSyara”, di 
Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, karena peran Syekh Arsyad Al-Banjari, 
kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar, di Sumbawa Hakim Syara’ di Sumatra 
Barat nama Mahkamah Tuan KadiatauAngku Kali, di Bima (NTB) dengan nama 
Badan Hukum Syaradan, di kerajaan Mataram Pengadilan Surambi, disebut 
demikian karena tempat mengadili dan memutus perkara adalah di Serambi Masjid.  
Berlakunya hukum perdata Islam diakui oleh VOC dengan resolute der indi 
scheregeling tanggal 25 Mei 1760, yaitu berupa suatu kumpulan aturan hukum 
perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam, atau compendium freijer, 
untuk di pergunakan di pengadilan VOC. Juga terdapat kumpulan-kumpulan 
hukum perkawinan dan kewarisan menurut hukum Islam yang dibuat yang dipakai 
di daerah-daerah lain, yaitu Cirebon, Semarang dan Makassar. Masa (Periode ) 




di tempat-tempat di mana telah di bentuk (pengadilan) landraad maka disana di 
bentuk Pengadilan Agama. Didalam stbl. 1882 No. 152 tersebut tidak disebut 
mengenai kewenangan pengadilan agama, didalam Pasal 7 hanya disinggung 
potongan kalimat yang berbunyi “keputusan raad agama yang melampaui batas 
wewenang” yang memberikan petunjuk ada peraturan sebelumnya yang mengatur 
mengenai ordonasi yang menyangkut wewenang Pengadilan Agama. Ordonasi 
tersebut adalah stbl. 1820 no 22 jo kemudian stbl. 1835 No.58. dalamPasal 13 stbl. 
1820 No. 22 jo. Stbl 1835 No. 58, disebutkan : “jika diantara orang Jawa dan orang 
Madura terdapat perselisihan (sengketa) mengenai perkawinan maupun pembagian 
harta pusaka dan sengketa-sengketa sejenis dengan itu harus diputus menurut 
Hukum Syara’(Agama) Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu 
hendaknya betul-betul ahli Agama Islam”.  
Sekitar satu tahun setelah dikeluarkannya Stb. 1882 tersebut Pengadilan 
Agama Blitar berdiri dan ditunjuk sebagai ketua adalah Imam Burhan yang 
memimpin Pengadilan Agama Blitar sampai dengan tahun 1934 yang kantornya di 
serambi Masjid Agung Blitar, kemudian digantikan oleh M. Irham sampai tahun 
1956, selanjutnya digantikan oleh KH Dahlan sampai tahun 1972. Kemudian sekitar 
tahun 1972 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K. H. Muchsin, kantor 
dipindahkan dari serambi Masjid Agung menempati sebuah rumah yang terletak di 
kampong Kauman atas pemberian Bupati Blitar. Pada tahun 1981 ketika Pengadilan 




Taufiq, S.H. kantor dipindahkan kejalan Imam Bonjol nomor 42, Kota Blitar 
sampai sekarang.1 
2. Dasar Hukum Dan Kewenangan Pengadilan Agama Blitar 
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum keberadaan 
Pengadilan Agama Blitar adalah : Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 
Tantang Perkawinan.  
a.   Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang-undang nomor 7 
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.  
b.   Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok 
Kekuasaan Kehakiman. 
c.   Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.  
d.   Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.  
e.   Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 tentang Nomor 28 
Perwakafan Tanah Milik. 
f.   Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan 
organisasi, administrasi dan finansial dilingkungan PU, PTUN dan PA ke 
Mahkamah Agung. 
g.   Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang 
Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan 
di Lingkungan Peradilan Agama.  
                                                          
1Super User “http://www.pa-blitar.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah” 




h.   Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan 
Pengadilan Tinggi Agama.  
i.   Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan 
Kompilasi Hukum Islam.  
j.   Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah 
Milik.  
k.   Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1990 tentang 
petunjuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama.  
l.   Keputusan Menteri Agama RI Nomor 96 Tahun 1982 Tentang 
Pembentukan Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Kepaniteraan 
Pengadilan Tinggi Agama.  
m.   Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang 
Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.2 
3. Lokasi Dan Kedudukan Pengadilan Agama Blitar 
Sebagai Pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan 
Tinggi Agama Surabaya, Pengadilan Agama Blitar berkedudukan di Jalan Imam 
Bonjol Nomor 42 Blitar, terletak di Kelurahan Sananwetan, Kecamatan 
Sananwetan, Kota Blitar dengan letak dan geografis sebagai berikut : 
                                                          
2 Wawancara dengan Hakim Drs. Maksum, M.Hum, tanggal 12 November 2018 di Kantor 




a. Letak geografis Kabupaten Blitar antara 112”25” – 112”20” Bujur Timur 
dan 7”-58” – 7”09” Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut : 
- Sebelah Utara   : Kabupaten Kediri dan Malang 
- SebelahSelatan   :   Samudera Indonesia 
- SebelahTimur   :   Kabupaten Malang 
- Sebelah Barat   :   Kabuaten Tulungagung dan Kediri 
Luas wilayah Hukum :   1588,79 Km 2, terdiri atas : 
- Blitar Utara     : luas 898,79 Km 2 
- Blitar Selatan  : luas 690 Km 2 
b. Status Gedung 
Gedung Pengadilan Agama Blitar berbentuk bangunan permanen, status 
gedung balai sidang Pengadilan Agama Blitar adalah milik Negara dan luas 
bangunan 1.587 m2 berlantai dua dibangun di atas tanah seluas 942 m2 sertifikat 
hak pakai Nomor 17 dan IMB Nomor 740/IMB tahun 2011 tanggal 6 Oktober 
2011. 
 
4. Wilayah Yuridiksi 
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar meliputi dua wilayah daerah 
otonom yaitu Kota Blitar dan Kabupaten Blitar. 
a. Kota Blitar meliputi 3 Kecamatan dengan 20 Kelurahan, dengan rincian 
sebagai berikut : 
1. Kecamatan Sananwetan terdiri dari 7 kelurahan 
2. Kecamatan Sukorejo, terdiridari 6 kelurahan 




b. Kabupaten Blitar meliputi  22 kecamatan dengan 28 kelurahan dan 220 
pemerintahan desa, dengan rincian sebagai berikut : 
1. Kecamatan Garum terdiri dari 9 kelurahan/desa 
2. Kecamatan Kanigoro terdiri dari 12 kelurahan/desa 
3. Kecamatan Sanankulon terdiri dari 11 kelurahan/desa 
4. Kecamatan Ponggok terdiri dari 15 kelurahan /desa 
5. Kecamatan Nglegok terdiri dari 10 kelurahan /desa 
6. Kecamatan Sutojayan terdiri dari 11 kelurahan /desa 
7. Kecamatan Srengat terdiri dari 16 kelurahan /desa 
8. Kecamatan Talun terdiri dari 14 kelurahan /desa 
9. Kecamatan Kademangan terdiri dari 14 kelurahan /desa 
10. Kecamatan Panggungrejo terdiri dari 10 kelurahan /desa 
11. Kecamatan Doko terdiri dari 5 kelurahan /desa 
12. Kecamatan Udanawu terdiri dari 12 kelurahan /desa 
13. Kecamatan Wonodadi terdiri dari 11 kelurahan /desa 
14. Kecamatan Bakung terdiri dari 11 kelurahan /desa 
15. Kecamatan Selopuro terdiri dari 8 kelurahan /desa 
16. Kecamatan Binangun terdiri dari 12 kelurahan /desa 
17. Kecamatan Kesamben terdiri dari 8 kelurahan /desa 
18. Kecamatan Wlingi terdiri dari 9 kelurahan /desa 
19. Kecamatan Wonotirto terdiri dari 8 kelurahan /desa 
20. Kecamatan Gandusari terdiri dari 14 kelurahan /desa 








5. Data perkara Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017  
Rekapitulasi keadaan perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama Blitar 
tahun 2017 adalah sebagai berikut : perkara yang diterima tahun ini sebanyak 4806 
perkara, sisa perkara tahun yang lalu sebanyak 1126 perkara, sehingga jumlah 
keseluruhan 5932 perkara, telah  diputus sebanyak 4915 perkara, sehingga sisa 
perkara tahun ini sebanyak 1017 perkara.4 
                                                          
3 Super User “http://www.pa-blitar.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/wilayah-
yurisdiksi.html’ pada tanggal 10 April 2017 




Dari data keadaan perkara tersebut diatas, Pengadilan Agama Blitar padaa 
akhir tahun 2017 telah dapat menyelesaikan sebanyak 4915 perkara atu (82,84%) 
dari 5932 perkara yang ditangani, dan masih menyisakan 1017 perkara atau 
(17,16%). Bila dibandingkan dengan tahun 2015, penyelesaian perkara 2017 
mengalami peningkatan 81,59% naik menjadi 82,84%. 
Adapun keadaan perkara tahun 2017 adalah sebagai berikut 
 


















1 January 1126 604 1730 415 16 1299 
2 February 1299 374 1673 409 13 1251 
3 Maret 1251 463 1714 471 19 1224 
4 April  1224 363 1587 303 12 1272 
5 Mei  1272 417 1689 476 25 1188 
6  Juni  1188 287 1475 409 27 1039 
7 Juli  1039 384 1423 251 10 1162 
8 Agustus  1162 497 1659 409 39 1211 
9 September  1211 390 1601 354 29 1218 
10 Oktober  1218 387 1605 436 30 1139 
11 November  1139 380 1519 394 21 1104 
12 Desember  1104 260 1364 323 24 1017 





6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blitar Kelas IA 








B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memberikan Penetapan Wali Adal di 
Pengadilan Agama Blitar 
Pengadilan Agama merupakan kerangka sistem dan tata hukum . Nasional 
yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, untuk mewujudkan 
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Peradilan Agama merupakan salah 
satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang baragama 
Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.5 
Berlakunya undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan 
agama, secara konstitusional Pengadilan Agama merupakan salah satu badan 
peradilan yang disebut dalam pasal 24 UUD 1945. Kedudukan dan 
kewenangannya adalah sebagai peradilan negara dan sama derajatnya dengan 
peradilan lainnya. Mengenai fungsi Peradilan Agama dibina dan diawasi oleh 
Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. 
Tugas Pengadilan Agama bukan sekedar memutus perkara melainkan 
menyelesaikan sengketa sehingga terwujud pulihnya kedamaian antara pihakpihak 
yang bersengketa, tercipta adanya rasa keadilan pada masing-masing pihak yang 
berperkara dan terwujud pula tegaknya hukum dan kebenaran pada perkara yang 
diperiksa dan diputus. 
Salah satu prinsip dari negara hukum adalah adanya legalitas formal, 
yaitu undang-undang sebagai dasar bernegara. Begitu juga dengan lembaga 
pengadilan, undang-undang menjadi hal paling esensial dalam sistem peradilan. 
Karena ia menjadi hukum materiil yang akan dipakai landasan 
                                                          
5 Tim Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan 




dalam memutuskan perkara.6 Sesuai undang-undang Peradilan Agama, Pengadilan 
Agama betugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di 
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, 
waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.7 
Bidang perkawinan tercakup di dalamnya masalah penolakan 
perkawinan oleh pegawai pencatat nikah.8  Perkawinan merupakan akad yang 
sangat kuat (mitsaqan galidzhan) antara seorang laki-laki dengan seorang 
perempuan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT untuk membentuk 
keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah. Definisi tersebut paling tidak 
yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan 
melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.9 
Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa dalam suatu perkawinan, 
terdapat beberapa unsur mendasar, yaitu adanya ikatan lahir bathin yang kuat 
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, pelaksanaannya 
merupakan wujud dari ibadah kepada Allah SWT, dan bertujuan untuk 
membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. 
Pada kenyataannya, wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau 
halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang 
                                                          
6 Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: 
Kencana, cet 1, 2008, h.125-126. 
 
7 Tim Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama, Jakarta: 2012, h.104-105. 
 
8 Tim Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama, Jakarta:2012, h.146. 
 
9 H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, 




paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi 
calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang 
dibenarkan oleh syariat maupun yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jika hal 
tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama 
setempat akan mengeluarkan surat penolak perkawinan dengan alasan wali nikah 
yang tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan 
calon mempelai laki-laki.  
Wali adhal adalah penolakan wali untuk menikahkan anak 
perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan 
dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada 
walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling 
mencintai, maka penolakan demikian menurut syara‟ dilarang.10  
Hasil wawancara penulis dari Bapak Drs. Suyadi, M.H (Hakim Pengadilan 
Agama Blitar) ada beberapa unsur wali adhal  , yaitu:  
a. Penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai 
perempuan. 
b. Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan 
agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki. 
c. Kafa’ah antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. 
d. Adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai di antara masingmasing 
calon mempelai. 
e. Alasan penolakan (keengganan) wali tersebut bertentangan dengan 
syara‟.11  
                                                          
10 Wahbah al Zuhail, al Fiqh al Islami wa Adillatuhu, jilid. 9, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, 
dkk., Jakarta: Gema Insani, 2007, h.343. 





Menurut penulis diatas adalah unsur beberapa alasan mengajukan wali 
Hakim ke Kantor Pengadilan Agama untuk meminta wali di karenakan wali Nasab 
enggan menjadi wali nikah dengan suatu alasan, karena syarat sahnya suatu 
pernikahan adanya wali. 
Penolakan perkawinan tersebut terjadi karena tidak adanya ijin dari 
wali yang berhak menikahkan perempuan tersebut. Penolakan wali itu 
diistilahkan dengan wali adhal, yaitu wali yang enggan menikahkan wanita 
yang telah baligh dan berakal dengan seorang lelaki pilihannya, sedangkan 
masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan.12 
Hakim-hakim Pengadilan Agama Blitar mengemukakan Perkawinan 
dalam tata hukum Indonesia, khususnya bagi yang memeluk Islam mewajibkan 
adanya wali nikah yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi 
Hukum Islam dan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 
tentang Pencatatan Nikah. 
Menurut Bapak Drs. Maksum, M.Hum (Hakim Pengadilan Agama Blitar)  
“Untuk menyelesaikan perkara wali adhal harus dilakukan di Pengadilan 
Agama. Sebagaimana prosedur pengajuan perkara yang lain, perkara wali 
adhal juga diawali dengan pengajuan perkara, setelah itu pihak pengadilan 
memeriksa perkara tersebut untuk kemudian diproses dalam 
persidangan.”13 
Persidangan adalah sebuah media atau tempat untuk merumuskan 
suatu permasalahan yang muncul dalam suatu masalah yang didalamnya 
mutlak terdapat beberapa perbedaan faham dan kepentingan yang 
                                                          
12 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, 
h.1339. 
13 Wawancara Hakim Drs. Maksum, M.Hum. di Kantor Pengadilan Agama Blitar, tanggal 




dimilikinya. Persidangan itu sendiri dibuat melalui mekanisme-mekanisme 
yang telah dibuat sebelumnya. 
 Pemeriksaan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama pada dasarnya 
sama dengan pemeriksaan permohonan atau perkara voluntair lainnya. 
Perbedaannya adalah perlunya didengar keterangan dari wali calon perempuan 
(Pemohon) untuk mengetahui keengganan dan alasannya. 
Dalam pemeriksaan permohonan wali adhal, ada tiga hal yang perlu 
dibuktikan oleh Pemohon, yaitu:  
1. Apakah benar wali nasab yang berhak menikahkannya adhal (enggan). 
2. Apakah di antara Pemohon (calon mempelai perempuan) dan calon 
mempelai laki-laki telah ada persetujuan atau kesepakatan untuk 
menikah. 
3. Apakah calon mempelai laki-laki kafa’ah (sederajat, seimbang) dengan 
Pemohon dalam hal agama, ekonomi, status sosial, dan sebagainya. 
Ketiga hal tersebut patut dibuktikan oleh Pemohon. Ketiga elemen di atas 
merupakan unsur yang bersifat kumulatif, dalam arti bahwa jika salah satu unsur 
tidak dapat dibuktikan atau tidak terpenuhi, maka seorang wali tidak dapat 
ditetapkan sebagai adhal.  
Bapak Drs. H. Abd. Latif, M.H (Hakim Pengadilan Agama Blitar) 
mengemukakan perjalanan sidang penyelesaian perkara wali adhal yaitu, 
pemanggilan para pihak, usaha pendamaian, pembacaan surat permohonan, 
pemerikasaan alat butkti, dan penetapan putusan. 14 
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Jadi penyelesaian perkara wali adhal di Pengadilan Agama Blitar memiliki 
beberapa mekanisme yang harus diketahui oleh setiap orang yang berperkara adalah: 
1. Pemanggilan pihak-pihak, yaitu pemohon dan wali.  
2. Usaha mendamaikan antara pemohon dan wali yang dilakukan oleh 
majelis hakim, yang isinya nasehat kepada pemohon agar menikah dengan 
restu walinya, dan juga nasehat kepada wali pemohon agar bias 
menikahkan anak perempuannya.  
3. Apabila usaha perdamaian itu tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan 
pembacaan surat permohonan.  
4. Tahap pembuktian, yaitu pemeriksaan alat bukti baik berupa bukti surat 
maupun saksi-saksi.  
5. Pembacaan putusan, apabila dalam pemeriksaan terbukti wali pemohon 
enggan menikahkan tanpa alasan yang kuat, maka wali pemohon 
dinyatakan adhal, sedangkan apabila wali yang enggan tersebut mempunyai 
alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya 
perkawinan tetap dilangsungkan justru akan merugikan pemohon atau 
terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka permohonan 
pemohon ditolak. 
 
Mekanisme yang ada di dalam persidangan ini berfungsi untuk 
menjaga keteraturan setiap elemen yang ada didalam sidang tersebut agar 
persidangan dapat berjalan dengan baik. Peraturan dalam persidangan 
diistilahkan dengan hukum acara. Hukum acara yang berlaku di Pengadilan 
Agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, 




Undang-undang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Peradilan Agama 
adalah peradilan bagi orang orang yang beragama Islam. Berarti orang yang 
mengajukan perkara adalah orang-orang Islam. Sedangkan hukum acara perdata 
yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di 
lingkunagn peradilan umum. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 
Pengadilan Agama No. 7 tahun 1989 Pasal 54:  
“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkunagan peradilan Agama 
adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam 
lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah di atur secara khusus dalam 
undang-undang ini”15 
 
Sesuai dengan prosedur perkara wali adhal di Pengadilan Agama 
Blitar, penulis mendapatkan penjelasan bahwa prosedur penetapan wali 
adhal adalah pengajuan permohonan pemohon sampai proses persidangan. 
Dalam pengajuan permohan, pemohon mencantumkan uraian perkara 
dalam permohonan yang diajukan pemohon termasuk pula surat keterangan 
penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, hal ini 
sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan menyebutkan: 
1. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap 
perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia 
akan menolak melangsungkan perkawinan. 
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2. Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin 
melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencaatat perkawinan 
akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai 
dengan alasan-alasan penolakannya. 
3. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan 
kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan 
yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, 
dengan menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas.16 
Dalam proses persidangan, wali dijadikan sebagai saksi utama terkait 
perkara yang dajukan pemohon. Untuk menguatkan perihal adhalnya wali, 
pemohon harus menguatkannya dengan menghadirkan para saksi. Menurut 
penulis hal ini sesuai dengan pasal 164 HIR/RBG yang menyatakan bahwa 
yang disebut sebagai alat bukti adalah bukti surat, saksi, persangkaan, 
pengakuan dan sumpah.17 Salah satu alat bukti yang menguatkan perkara 
dalam persidangan salah satunya adalah saksi.  
Apabila Majelis Hakim telah menetapkan bahwa wali pemohon benarbenar 
adhal dan pemohon tetap pada permohonnanya, maka Majelis Hakim akan 
mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan adhalnya wali dalam 
bentuk penetapan. Karena perkara wali adhal termasuk dalam perkara permohonan 
dan putusannya bersifat voluntair. Kemudian Majelis Hakim setelah menetapkan 
bahwa wali pemohon adalah adhal, menunjuk kepada KUA kecamatan selaku 
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pegawai pencatat nikah, di mana pemohon tinggal untuk bertindak sebagai wali 
hakim. 
Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan 
akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakkan tersebut 
ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan. Kompilasi Hukum 
Islam dalam pasal 23 menjelaskan bahwa:18 
1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab 
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui 
tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.  
2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak 
sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali 
tersebutjadi wali hakim dapat bertindak menggantikan wali nasab atau 
aqrab, setelah ada penetpan dari pengadilan agama tentang keadhalan wali. 
 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, 
bidang perkawinan ada beberapa perkara yang di Pengadilan Agama akan 
diajukan dan diperiksa serta diputus secara voluntair, yaitu: 
a. Dispensasi kawin atau dispensasi umur untuk kawin (Pasal 7 ayat 3 
Undang-Undang No 1 Tahun 1974). 
b. Izin kawin, yaitu permohonan izin untuk kawin bagi calon mempelai yang 
belum mencapai umur 21 tahun, Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No 1 
Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) KHI.  
                                                          





c. Penetapan Wali Hakim karena Wali Nasab adhal Berdasarkan peraturan 
tersebut, perkara wali adhal bersifat voluntair atau permohonan yang mana 
sejatinya tidak ada lawan seperti gugatan, maka pemenuhan hukum formil 
dan pembuktian dijadikan sebagai kebijakan hakim dalam memutuskan 
perkara. 
Pertimbangan Hakim Drs. H. Abd Latif, M.H, selaku ketua Majelis 
perkara di atas mengemukakan “Dalam memutus perkara hakim sangatlah berhati - 
hati karena pertimbangan hukum dalam amar putusan adalah mahkotanya hakim, 
contohnya mengabulkan perkara wali adhal ini, mengapa di kabulkan 
pertimbangannya adalah karena pertama, mengenai kekuasaan mutlak yaitu 
wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan absolutnya yaitu menyelesaikan perkara 
pernikahan, perceraian khususnya tentang wali adhal ini dan lain-lain. Kedua, 
mengenai domisili pemohon, pemohon wajib berdomisili di sekitar kekuasaan 
pengadilan tersebut. Ketiga, mengenai adakah landasan hukumnya mengenai 
perkara tersebut. Adapun pertimbangan hukum yang mencakup wali adhal sendiri 
ini pertama, hakim menanyakan keengganan wali tersebut mengapa tidak merestui 
hubungan pemohon, kedua menanyakan apakah calon suami dan pemohon 
mempunyai hubungan darah atau mempunyai hubungan sesusuan, ketiga, 
memastikan bahwa calon suami dan pemohon sudah berusaha memohon kepada 
wali agar menikahkannya. Adapun mengapa penolakan wali harus di buktikan di 
pengadilan karena menurut pasal 2 UU No 1 tahun 1974, pernikahan akan sah jika 
pernikahan tersebut sesuai dengan agamanya masing -masing, agama Islam 
mewajibkan wali dalam pernikahan karena wali adalah syarat sahnya pernikahan 




di catat menurut peraturan perundang -undangan yang berlaku maka dari itu wali 
pun harus dicatat. 19 dan Pertimbangan hakim Drs. H. Moh Fadli, S.H.,M.A. selaku 
Hakim anggota mengemukakan “Dalam mengabulkan perkara wali adhol yaitu: 
pertama, lihat antara yang di walikan (anak perempuan) dengan calon suaminya 
tidak memliki hubungan darah atau sesusuan dalam artian tidak ada larangan bagi 
mereka untuk menikah. Kedua, antara pihak perempuan dan pihak laki-laki sudah 
sama-sama berupaya membujuk atau meminta kepada walinya agar menikahkan 
mereka. Ketiga, melihat atau mempertimbangkan alasan wali megapa enggan 
menikahkan anak perempuannya, dan melihat keengganan wali itu berdasarkan 
syara atau tidak. Namun hakim harus tetap berusaha membujuk orang tuanya agar 
mewalikannya. Alasan yang di benarkan oleh syara yaitu jika calon suami tidak 
sekufu (sederajat) dan jika mahar yang di berikan kurang dari mahar mitsil (batas 
minimal), dan alasan yang tidak di benarkan yaitu alasan yang subjektif contohnya 
seperti karena dendam dan keturunan.”20 
Dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang perkara wali adhal ini, sesuai 
dengan tinjauan hukum Islam dan tinjauan yuridis perkara akan di kabulkan jika 
keengganan wali adhal tersebut sesuai dengan ketentuan syara, jika keengganannya 
sesuai dengan ketentuan syara maka kecil kemungkinan perkara tersebut dikabulkan 
dan jika tidak sesuai dengan ketentuan syara atau alasannya subjektif, hakim masih 
mempertimbangkan alasan tersebut agar mengabulkan permohonannya. 
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C. Tinjauan Maslahah dalam Pertimbangan Penetapan Hakim telah sesuai 
dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan 
Hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa atau 
fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan 
landasan yuridis, Putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak 
menimbulkan masalah-masalah baru di lingkungan masyarakat. Artinya kualitas 
putusan hakim berpengaruh penting dalam lingkungan masyarakat dan berpengaruh 
pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri. 
Hal ini tercermin pada perkara permohonan wali adhol di Pengadilan 
Agama Blitar dengan alasan yang beragam. Perkawinan dalam tata hukum Indonesia 
mewajibkan adanya wali, Khususnya bagi yang memeluk Agama Islam, mewajibkan 
adanya wali diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 
Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.21 
Pengajuan permohonan wali adhal kepada Pengadilan Agama Blitar dalam 
penerapanya harus sesuai dengan Ketentuan hukum Islam, dimana pengajuan 
permohonan wali adhal didasarkan atas keengganan wali untuk menikahkan. 
Keengganan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum dimana alasanya 
terhadap hal-hal yang sama sekali tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak 
menikahkan. Namun demikian dalam menjalankan perannya Hakim dan 
Pengadilan dalam menetapkan  untuk menerima permohonan wali adhal dapat 
                                                          




dilihat pada salah satu penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blitar 
dengan putusan perkara No :0353/Pdt.P/2016/PA.BL.  
Dalam permohonan wali adhal  ini Majelis Hakim Pengadilan Agama 
telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan wali adhal yang diajukan 
oleh Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 oktober 2016.  
Alasan diajukannya permohonan wali adhal ini adalah ayah dan ibu 
pemohon menolak dengan alasan karena kepercayaan Jawa mengenai arah mata 
angina kerumah calon suami Pemohon jika ditunjuk dari rumah pemohon 
berada di Barat Laut (Ngalor Ngulon) dan juga orang tua calon suami Pemohon 
sudah meninggal, sehingga menurut adat Jawa itu tidak baik. Syarat-syarat 
Pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan 
Hukum Islam maupun Peraturan perundang-undangan yang berlaku tepenuhi 
kecuali syarat wali Pemohon untuk menikah telah mendapat penolakan dari 
Kantor Urusan Agama Kecematan Gandusari, Kabupaten Blitar.  
Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tidak 
berdasarkan hukum. Untuk itu pemohon tetap bertekad bulat untuk 
melangsungkan pernikan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:  
a) Pemohon telah siap menjadi seorang istri, begitu pula calon suami 
pemohon telah siap utuk menjadi seorang suami dan sudah mempunyai 
pekerjaan tetap. 
b) Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan 
tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut 





c) Pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dengan calon suami 
Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-haal 
yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam. 
Dalam permohonan wali adhal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama 
Blitar menetapkan perkara ini dalam inti penetapan yakni, menetapkan wali 
nikah pemohon yang bernama Wito bin Murtono adalah wali adhal dan 
menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecematan Gandusari, Kabupaten 
Blitar, berhak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon 
bernama Maryono bin Talip, sebagai wali hakim. Atas penetapan terhadap 
permohonan tersebut majelis Hakim berpegang pada fakta-fakta hukum yang 
ada. 
Penetapan Majelis hakim dalam menerima permohonan pemohon 
didasarkan pada pertimbangan hukum yakni: Kewenangan Pengadilan 
Menanggapi sikap wali yang menolak atau enggan menikahkan Pemohon 
dengan alasan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan itu menyatakan 
walinya adhal, maka calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan 
wali adlal di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal wanita.22  
Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali 
hakim pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa :   
Ayat (1): “Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah 
Indonesia atau di luar negeri ternyata tidak mempunyai wali nasab yang 
berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau 
                                                          
22  Abdul manan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama cetakan 1, 




berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan 
wali hakim”.  
Ayat (2) “Untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut ayat 
(1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang 
mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita”23 
 
Berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal 
di wilayah hukum Pengadilan Agama Blitar, maka perkara ini termasuk 
kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar. 
Kemudian dalam Penetapan perkara Nomor 0383/Pdt.P/2017/PA.BL, 
Pengadilan Agama Blitar telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan 
wali adhal  yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan surat permohonannya 
tertanggal 14 Desember 2017. 
Alasan diajukannya permohonan wali adhal  ini adalah ayah pemohon 
enggan menjadi wali Pemohon calon suami Pemohon memiliki akhlak kurang 
baik,  dulu calon suaminya memiliki kebiasaan  mabuk-mabukan, judi sabung 
ayam, dan bahkan telah menghamili Pemohon. Di dalam persidangan Hakim 
berupaya meberikan saran-saran dan nasehat kepada ayah pemohon, agar 
kiranya dapat merestui perkawinan pemohon sekaligus bersedia menjadi wali 
nikah Pemohon, apalagi Pemohon saat ini sudah hamil 7 bulan, namun ayah 
pemohon atau wali Pemohon tersebut tetap saja menolak atau enggan menjadi 
wali atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut  
Meskipun di depan persidangan ayah Pemohon sudah menyatakan 
tidak akan menjadi wali nikah Pemohon, majelis hakim memandang perlu 
adanya bukti-bukti pendukung, oleh karena itu Pemohon di depan siding telah 
                                                          




mengajukan alat bukti yang tertulis yang diberi kode P.1, P.2, P.3, dan P.4, dan 
telah menghadirkan calon suaminya beserta dua orang saksi yang telah 
memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Dan bukti Pemohon adalah 
merupakan akta outentik, isinya sangat relevan dengan permohonan Pemohon 
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat 
bukti serta mempunyai kekuatan hokum yang sempurna dan mengikat 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 165 HIR.  
Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar telah memperoleh bukti 
bahwa antara Pemohon  dan calon suaminya tersebut sudah melakukan 
hubungan layaknya suami istri sampai Pemohon telah hamil yang kini sudah 
masuk 7 bulan, oleh karena itu menurut majelis Hakim pernikahan Pemohon 
dengan calon suaminya segera dilangsungkan, sebab jika tidak segera 
dilangsungkan mudharatnya lebih banyak dari pada maslahatnya. Wali nikah 
pemohon dipandang bertentangan dengan hukum, karena belakangan calon 
suami Pemohon sudah tidak melakukan perbuatan mabuk-mabukan lagi, 
sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alasan wali nikah Pemohon untuk 
menolak menjadi wali nikah Pemohon tersebut ternyata tidak memenuhi 
ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang 
Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 39,40,41,42,43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum 
Islam. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya sudah layak untuk menikah, 
keduanya sudah dewasa, sudah lama saling kenal dan harapannya untuk menikah 
sangat besar, sehingga calon suami Pemohon meskipun sudah ditolak 
lamarannya dan orang tua Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya, 




melaporkan kehendaknya kepada Pejabat yang berwenang yaitu Pegawai 
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecematan Nglegok, Kabupaten Blitar, 
namun pihan PPN sementara menolak dengan alasan wali nikahnya tidak 
bersedia menjadi wali nikah (adhal). 
Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan 
Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan 
dan hukum lainnya yang bersangkutan bahwa Majelis Hakim menetapkan wali 
nikan Pemohon adalah adhal dan menetapkan Kepalan Kantor Urusan Agama 
Kecematan Nglegok, Kabupaten Blitar, berhak menikahkan Pemohon dengan 










1.  Dasar dan pertimbangan majelis Hakim dalam menetapkan perkara wali adal, 
dalam hal ini Putusan Nomor 0353/Pdt.P/2016/PA.BL, telah sesuai dengan kaidah 
hukum adalah karena; 1. Alasan ayah kandung (wali) pemohon telah menolak menjadi 
wali dalam pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon tidak berdasarkan pada 
hukum; 2. Wali pemohon tidak mau hadir dalam persidangan perkara ini; 3. Alat bukti 
surat (kode P) tentang penolakan pernikahan di PPN karena ayah kandung (wali) 
pemohon enggan menjadi wali; 4. Adanya keterangan dari dua orang saksi yang 
menyatakan bahwa si pemohon dengan calon suami pilihannya sudah saling mencintai.  
2. Alasan Pengajual permohonan wali adal terjadi karena wali nasab enggan untuk 
menikahkan, ada beberapa factor sehingga wali nsab enggan untuk menikahkan; 1. 
Adanya kesenjangan sosial antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai 
wanita; 2. Masalah ekonomi dari calon mempelai laki-laki; 3. Akhlak; 4. Karakter 
budaya yang berbeda; 5. Keturunan; 6. Fisik . 
B. Implikasi Penelitian  
1. Hubungan antara kedua belah pihak keluarga hendaknya dijaga 
keharmonisannya, terutama hubungan antara orang tua dan anak. Alangkah baiknya 




2.  Apabila ada masalah antara orang tua dan anak lebih baik untuk dipikirkan 
matang-matang dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan berlandaskan 
pada ajaran agama yang telah diberikan oleh Allah SWT, agar anak senantiasa tetap 
berbakti kepada orang tuanya dan juga orang tua dapat menghindarkan anaknya dari 
dosa durhaka. 
3.  Bagi para pihak-pihak terkait seperti pejabat Kantor Urusan Agama dan 
Praktisi-praktisi Hukum Islam agar mensosialisasikan kepada masyarakat masalah wali 
adal melalui kajian-kajian, ceramah-ceramah di majlis ta’lim, khutbah jum’at, dan lain-
lain.  
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Penulis akan melakukan penelitian yang berjudul : 
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Wali Adhal  Di Pengadilan 
Agama Blitar Kelas IA (Studi Kasus Putusan No : 0353/Pdt.P/2016/PA.BL)” 
 
 
Rumusan Masalah :  
1. Bagaimana dasar dan pertimbangan Hakim dalam memeberikan penetapan 
permohonan wali adhal  pada perkara no. : 0353/Pdt.P/2016/PA.BL? 
2. Bagaimana tinjauan maslahah  dalam pertimbangan penetapan Hakim telah 
sesuai dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan? 
 
Daftar Pertanyaan Terhadap Informan : 
1. Kenapa masih ada saja yang mengajukan perkara wali adhal di Pengadilan 
Agama Blitar ini? 
2. Dalam perkara No. 0353/Pdt.P/2016/PA.BL apa alasan pemohon 
mengajukan wali adhal? 
3. Apa-apa saja yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan perkara wali 
adhal di Pengadilan ? 
4. Bagaimana cara prosedur berperkara khususnya wali adhal di Pengadilan 
Agama Blitar? 
5. Bagaimana sejarah pembentukan Pengadilan Agama Blitar secara singkat? 
6. Apa yang menjadi dasar Hukum dalam menetapkan perkara wali adhal di 
Pengadilan Agama Blitar? 
7. Ada berapa kasus wali adhal setiap tahunnya? 
8. Apakah bisa Menyelesaikan perkara wali adhal diluar Pengadilan Agama ? 
9. Apakah berbeda dalam persidangan perkara wali adhal dengan perkara 
lainnya? 
10. Dalam memberikan penetapan wali adhal apakah telah sesuai dengan 
Hukum islam dan peraturan Perundang-undangan? 









1. Wawancara Hakim Drs. Suyadi, M.H. di Kantor Pengadilan Agama Blitar, 
tanggal 14 November 2018 
 
2. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Blitar Bapak Drs. 
Maksum, M.Hum,tanggal 12 November 2018 di Kantor Pengadilan 
Agama Blitar Kelas IA 
 3.  Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, H. Ropingi, S.H, M.H tanggal 
19 November 2018 di Rumah kediamannya. 
 
4. Denah ruang kantor Pengadilan Agama Blitar 
 5. Ruang Informasi Pengadilan Agama Blitar 
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